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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel

pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut :

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ' b T
< B L Z
< T C ‘
B Th ¢ Gh
c J U F
- H 3 Q
s Kh 5\ K
R D J L
R Dh . M
] R 4 N

Xi



Z W
) 3
P S R H
) Sh ,
u" [
S P Y
D

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (s) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (*).

B. VOKAL

\Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
( Fathah A A
| Kasrah I I
t Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama
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Fathah dan ya Al Adan |

°
—\

5 Fathah dan wau Au Adan U
Contoh :
%y : kaifa
J3a - haula
C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
ot Fathah dan alif atau Ya A a dan garis di atas
Kasrah dan ya I i dan garis di atas

&
3 Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh :
ol mata

(5 rama

> qila

CC\_
3
\ %

ER

ook L yamiltu
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D. TA’MARBUTAH
Transliterasi untuk za marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup
atau mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbirah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jub Y i3 :raudah al-affal
o 4800 al-madinah al-fadilah
HRON - al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( ’.) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
5y i rabbana

Py
PR

L£  :najjaina
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S al-haqq
“,C’J-\ - al-hajj
¢ lnu'ima
e aduwwu’

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah ( .) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:

(e Al (bukan “Aliyy atau ‘Aly)

G5 . Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab)

F. KATASANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (J)
alif lam ma ‘arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).
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Contoh:

M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
5 - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
VIRH| : al-falsafah
391 - al-biladu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
uj}’#b : ta’'muriina
¢ an-nau’
Ll T syai’un
é)}g% © umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an),
sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat F1 ‘Umiim al-Lafz la bi khusus al-sabab
I. LAFZAL-JALALAH (<)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

;»\ e s dinullah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A & 32 hum fi rahmatillah
J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
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huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam

teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tiis
Abii Nasr al-Farabr
Al-Gazalr

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Dimas Abdurochim, 220201110008, 2026.“Efektifitas Program ‘“Menguatkan
Peran Ibu Tangguh ,Anak Pulih Dalam Pendampingan Anak Penyintas
Kekerasan Ayah Abusif”’. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: Kekerasan ayah abusif; perlindungan anak Unit PPA,dan Efektivitas
hukum.

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif terhadap anak
merupakan persoalan serius yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan
sosial anak, serta berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Kekerasan
yang bersumber dari figur ayah sebagai orang terdekat memperparah kondisi anak
karena merusak rasa aman dan kepercayaan dalam lingkungan keluarga. Oleh
karena itu, perlindungan anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab negara
yang harus dilaksanakan secara sistematis melalui lembaga yang berwenang. Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang merupakan salah satu institusi yang berperan dalam
penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan, salah satunya melalui
Program Menguatkan Peran lbu Tangguh, Anak Pulih. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut dalam menanggulangi dampak
kekerasan ayah abusif terhadap anak serta menilai efektifitas hukum terhadap
peran UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan
program sebagai upaya perlindungan anak korban kekerasan ayah abusif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan
pendekata (sosio-legal). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
pihak UPT PPA dan informan pendukung, observasi terhadap pelaksanaan
program, serta dokumentasi berupa kebijakan, laporan kegiatan, dan data
pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data,
penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh
gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program dan efektifitas peran
lembaga dalam perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan Program
“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dilakukan melalui kegiatan
sosialisasi, asesmen, pendampingan psikologis, dan penguatan peran ibu sebagai
sistem pendukung utama dalam proses pemulihan anak korban kekerasan ayah
abusif. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat,
mendorong keberanian untuk melapor, serta memberikan dukungan awal bagi
pemulihan psikologis anak. Kedua, efektivitas hukum terhadap peran UPT PPA
Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dinilai efektif karena telah memenuhi lima
indikator efektivitas hukum, yaitu substansi hukum yang jelas, aparat pelaksana
yang menjalankan program, tersedianya sarana dan fasilitas pendukung,
partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung perlindungan anak.
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Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.
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effectiveness.

The phenomenon of violence committed by abusive fathers against children
Is a serious problem that affects children physically, psychologically, and socially,
and has the potential to cause long-term trauma. Violence originating from the
father figure as the closest person exacerbates the child's condition because it
destroys the sense of security and trust within the family environment. Therefore,
protecting children who are victims of violence is the responsibility of the state,
which must be carried out systematically through the relevant authorities. The
Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT
PPA) of the Malang City Social Service Agency is one of the institutions that
plays a role in the handling and recovery of children who are victims of violence,
one of which is through the Strengthening the Role of Strong Mothers,
Recovering Children Program. This study aims to analyze the implementation of
this program in addressing the impact of abusive fathers on children and to assess
the effectiveness of the law on the role of the UPT PPA of the Malang City Social
Service Agency in implementing the program as an effort to protect children who
are victims of abusive fathers..

This research is a type of empirical legal research using a socio-legal. Data
collection was carried out through interviews with the UPT PPA and supporting
informants, observation of program implementation, and documentation in the
form of policies, activity reports, and other supporting data. Data analysis was
carried out through the stages of data reduction, systematic data presentation, and
drawing conclusions to obtain a complete picture of program implementation and
the effectiveness of the institution's role in child protection.

The results of the study show that the implementation of the Strengthening
the Role of Resilient Mothers, Recovering Children Program was carried out
through socialization activities, psychological assistance, and strengthening the
role of mothers as the main support system in the recovery process of children
who are victims of abusive fathers. This program contributed to increasing public
understanding and courage to report, while also providing initial support for the
psychological recovery of children. Furthermore, the effectiveness of the law
regarding the role of the UPT PPA of the Malang City Social Service Agency is
considered quite effective, as evidenced by the existence of a clear legal basis, the
involvement of implementing agencies, and the availability of supporting
facilities. However, this effectiveness still faces obstacles in the form of social
stigma, a culture of silence within families, and limited community participation,
so that continuous strengthening is needed so that the protection of child victims
of violence can be carried out optimally.

XXii
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan

serius dalam lingkungan keluarga di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada
tahun 2025 terdapat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dengan 3.188 kasus terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat daerah, Kota
Malang mencatat 185 kasus kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dari jumlah tersebut, 56 tindakan kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga dan
21 Kkorban merupakan anak penyintas kekerasan ayah abusif. Kondisi ini
menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman justru dalam
sejumlah kasus berubah menjadi ruang yang menghadirkan ancaman bagi anak.
Menanggapi kondisi tersebut, Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih” dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di empat kecamatan di Kota
Malang, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, dan Blimbing. Pemilihan empat
kecamatan tersebut didasarkan pada tingkat kerawanan dan temuan kasus di
lapangan, dengan Kecamatan Sukun sebagai wilayah yang tercatat memiliki kasus
paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Keadaan ini menegaskan bahwa
kekerasan ayah abusif terhadap anak memerlukan penanganan yang serius,
terarah, dan melibatkan penguatan peran keluarga, khususnya ibu, dalam proses

perlindungan dan pemulihan anak.*

Diakses pada 1 Oktober 2025, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ring
1
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Kekerasan dalam keluarga, khususnya terhadap anak, membawa dampak
serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak yang menjadi
korban kekerasan sering mengalami trauma mendalam, gangguan kepercayaan
diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Pada aspek psikologis, korban dapat
tumbuh menjadi pribadi yang pemalu, cemas, atau bahkan sebaliknya bersikap
agresif dan memberontak.? Dampak fisik pun tidak kalah berat, seperti gangguan
saraf dan perkembangan otak yang dapat berujung pada penyimpangan perilaku.
Dari sisi sosial, anak korban kekerasan sering menunjukkan penurunan motivasi
belajar,enggan bersosialisasi, serta menarik diri dari lingkungan sekitar dan
dampak dari kekerasan ini akan melekat hingga ia beranjak dewasa.’

Dalam struktur keluarga, ayah menempati posisi penting sebagai
pelindung dan penanggung jawab keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa
tidak semua ayah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Fenomena ayah
abusif, yaitu ayah yang melakukan kekerasan verbal, emosional, maupun fisik
terhadap anak, menjadi masalah sosial yang memprihatinkan. Kekerasan yang
dilakukan oleh ayah tidak hanya berdampak pada kondisi saat kejadian, tetapi
juga meninggalkan luka jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik dari
segi psikologis, sosial, maupun moral. Anak kehilangan rasa aman, mengalami
gangguan perilaku, dan kesulitan membangun kepercayaan terhadap figur ayah.

Kondisi ini dapat memengaruhi pembentukan karakter hingga masa dewasa.

2 Agustinus Pakpahan,Hudi Yunus, Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang
Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023, Zenodo, 23 Mei 2025,
https://doi.org/10.5281/ZENODO.15495241.

* Ida Ayu Trianiyoga praptini dan Ni Made Ari Wilani, “Dampak Psikologis Pada Anak Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” http://journal.uneversitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp 7
Nomor 3,2024 (t.t.).
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“lya mas memang untuk pelaku dari kekerasan ini yaitu pelakunya

adalah orang terdekat apalagi seperti ayah, trauma anak biasanya lebih

dalam karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan.*

Menanggapi persoalan tindakan kekerasan ,pemerintah daerah melalui
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah
naungan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, bekerja sama dengan Polres dan
kejaksaan Kota Malang Unit PPA, menghadirkan program ‘“Menguatkan Peran
Ibu Tangguh, Anak Pulih.” Program ini diawali dengan sosialisasi yang dilakukan
4 kecamatan Kota Malang secara bertahab disetiap kecamatan dengan dihadiri
oleh 40 peserta perwakilan dari perkelurahan 3-4,diawali dengan kecamatan
tertinggi angka kekerasan abusif yaitu Sukun,Kedungkandang,Klojen,Blimbing.
kemudian memberikan pendampingan, rehabilitasi psikososial, serta advokasi
hukum bagi anak korban kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh
ayah abusif.’> Upaya kuratif ini penting dilakukan untuk meminimalisir dampak
psikologis yang dialami anak sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.°

“untuk beberapa kasus yang kami tangani, memang cukup banyak
berasal dari wilayah Kecamatan Sukun dibandingkan kecamatan lain. !

Efektifitas program ini dapat dianalisis menggunakan teori efektifitas

hukum, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

* Wawancara dengan Titik Indriani, S.Si., Kepala Sub UPT PPA DP3AP2KB Kota Malang, 30
September 2025.

> Tindakan proaktif dari UPT PPA Kota Malang diakes 30 Oktober 2025,
https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/

*uu No. 35 Tahun 2014,” diakses 24 September 2025.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014%23:~:text=Undang-
Undang%20Nomor%2035%20tahun,71B%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah?

7 Titik Indriani, S.Si,30 September 2025
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substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta
budaya hukum.® Melalui teori ini, peneliti dapat menilai sejauh mana program
UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah berjalan sesuai tujuan
perlindungan anak. Program dianggap efektif apabila mampu memberikan
perlindungan nyata, meminimalisir dampak kekerasan, serta diakui manfaatnya
oleh masyarakat atau keluarga korban. Dari perspektif hukum Islam, kekerasan
dalam keluarga jelas bertentangan dengan nilai dasar syariat yang menempatkan
keluarga sebagai ruang kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa razmah). Islam
mengajarkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga kehormatan
dan keselamatan anak sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Aifz al-nafs
(perlindungan jiwa) dan #ifz al-nasl (perlindungan keturunan) . Oleh karena itu,
kajian mengenai efektivitas program pendampingan anak korban kekerasan ini
menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik perlindungan tersebut sejalan

dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian
mengenai efektifitas program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang
dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam
mendampingi anak penyintas kekerasan ayah abusif. Setiap anak memiliki hak
untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam
hukum positif maupun norma agama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan

bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas perlindungan anak dan realitas

8 Zulfatun Ni’mah, “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA,” OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM 24, no. 1 (2012):
55-68, https://doi.org/10.22146/jmh.16141.
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pelaksanaannya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya

penelitian ini untuk mengkaji efektivitas dan kesesuaian program dengan prinsip

hukum Islam tentang perlindungan anak.

B.

1.

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai korban kekerasan ayah abusif
terhadap anak, yang dipahami sebagai bentuk kekerasan fisik dan/atau
psikis yang dilakukan oleh orang terdekat sperti ayah terhadap anak
dalam lingkup keluarga, tanpa membahas kekerasan yang dilakukan oleh
pelaku lain di luar figur ayah.

Penelitian ini hanya membahas peran dan pelaksanaan Program
Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih yang dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas
Sosial P3AP2KB Kota Malang, dan tidak mencakup program
perlindungan anak lainnya yang dijalankan oleh instansi atau lembaga
berbeda.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan program
dan efektifitas hukum peran UPT PPA, tanpa melakukan analisis terhadap
proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan ayah abusif
atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek psikologi klinis
atau terapi medis anak korban kekerasan, melainkan hanya menyoroti
pendampingan psikologis dalam konteks program perlindungan anak yang

dilaksanakan oleh UPT PPA.



=

Ruang lingkup wilayah penelitian dibatasi pada Kota Malang, sesuai
dengan kewenangan dan cakupan kerja UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB
Kota Malang, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk

digeneralisasi pada daerah lain.

Rumusan Masalah
Bagaimana pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak

Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam
menanggulangi dampak kekerasan ayah abusif terhadap anak ?

Bagaimana efektifitas hukum terhadap peran Unit PPA Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan program “Menguatkan
Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” sebagai upaya perlindungan anak korban

kekerasan ayah abusif ?

. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan program-program yang dijalankan oleh Unit PPA Dinas
Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menanggulangi dampak kekerasan
ayah abusif terhadap anak.Manfaat Penelitian.

Menganalisis efektivitas program kuratif tersebut dalam meminimalisir
dampak psikologis, sosial, dan emosional pada anak korban kekerasan
ayah abusif dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum

Keluarga Islam dan perlindungan anak. Penelitian ini memperluas kajian



mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus khusus pada ayah
abusif sebagai pelaku serta peran Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB dalam
melakukan penanganan kuratif. Secara teoritis, penelitian ini juga
memperkaya penerapan teori efektivitas hukum dalam konteks perlindungan
anak, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya
yang mengkaji tema serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat
berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual tentang efektivitas
program perlindungan anak dalam perspektif hukum, sosial, dan psikologis.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis adalah manfaat yang diambil dari penelitian atau
karya tulis dari sisi kegunaan bagi pihak-pihak tertentu diantara manfaat
dari penelitian ini adalah:
a. Bagi penulis
Memberikan pemahaman dan menambah wawasan  yang lebih
mendalam mengenai dinamika kekerasan ayah abusif terhadap anak serta
efektifitas program kuratif yang dijalankan oleh Unit PPA Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang. Hal ini dapat memperkaya wawasan penulis
sebagai calon akademisi hukum keluarga Islam.
b. Bagi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan
meningkatkan kualitas program yang sudah berjalan, khususnya dalam

aspek kuratif untuk korban anak dari kekerasan ayah abusif. Temuan



penelitian dapat membantu merumuskan langkah strategis yang lebih
efektif dalam penanganan dan pemulihan anak korban.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
bahaya kekerasan ayah abusif terhadap anak, sekaligus memberikan
informasi tentang keberadaan layanan Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB
yang dapat diakses. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berani
melaporkan kasus kekerasan, sekaligus turut serta menciptakan budaya
hukum yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.

F. Definisi Oprasional
Penelitian ini berjudul “Efektifitas Program menguatkan ibu tangguh

anak pulih dalam pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif” ditujukan
untuk menjaga agar tidak terjadi kesalah fahaman baik dari penulis maupun
pembaca terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Oleh karena itu, penulis perlu
untuk menjelaskan definisi yang berkaitan dengan judul penelitian dari beberapa
istilah sebagai berikut:
1. Efektifitas
Berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tingkat
keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.®
Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau
mendekati hasil yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektifitas
diartikan sebagai tingkat keberhasilan program UPT PPA Dinas Sosial

P3AP2KB Kota Malang dalam menanggulangi dampak kekerasan ayah

° KBBI efektif diakses 30 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/efektif
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abusif terhadap anak, ditinjau dari sejauh mana tujuan program dapat
tercapai sebagai upaya kuratif, meliputi aspek perlindungan, pemulihan
psikologis, dan sosial anak korban. Pengukuran efektifitas dalam penelitian
ini mengacu pada teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang
mencakup lima faktor: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan
prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.
2. Menguatkan peran ibu tangguh ,anak pulih
Program Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih merupakan
salah satu bentuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang dirancang oleh
pemerintah melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, khususnya Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).*° Program ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan dan anak. Program
ini melibatkan berbagai bentuk intervensi, seperti layanan konseling
psikologis, terapi sosial, advokasi hukum, serta pemberdayaan ibu sebagai
figur utama dalam proses pemulihan anak korban kekerasan. Dalam
penelitian ini, program tersebut menjadi fokus utama untuk melihat
bagaimana strategi dan implementasinya dalam menangani dampak
kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif terhadap anak.
3. Pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif:
Pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif adalah

serangkaian tindakan kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Unit PPA

Y upT perlindungan perempuan dan anak diakses 1 Desember
2025,https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/upt-perlindungan-perempuan-dan-anak/
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Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap anak yang menjadi korban
kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pendampingan ini
mencakup upaya pemulihan psikologis, sosial, dan hukum melalui
konseling, terapi, perlindungan sementara, serta fasilitasi akses keadilan
bagi korban. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan anak penyintas
kekerasan ayah abusif menjadi indikator penting dalam mengukur
efektivitas program, terutama dalam aspek sejauh mana pendampingan
tersebut mampu meminimalisir dampak trauma, membangun rasa aman, dan
membantu anak untuk pulih dari kekerasan yang dialaminya.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan ‘“Ayah
Abusif” adalah figur ayah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap
anak atau anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga, baik dalam
bentuk fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran ekonomi. Istilah
abusif berasal dari kata abuse yang berarti “penyalahgunaan kekuasaan atau
kekerasan” (misuse of power or violence), dan dalam konteks keluarga
menggambarkan perilaku ayah yang menggunakan otoritasnya secara tidak
proporsional hingga menimbulkan penderitaan pada pihak lain, terutama
anak.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan penelitian skripsi ini, penulis menguraikan hasil

penelitiannya dengan sistematika pembahaasan sebagai beriikut:
Bab | Pendahuluan. Pada bab pendahuluan penulis memaparkan latar

belakang dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian



serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang
dibahas.

Bab Il Tinjauan Pustaka Pada bab tinjauan pustaka ini penulis
mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan
penelitian ini dan juga kerangka teori yang memaparkan mengenai definisi konsep
program yang telah berjalan dengan menggunkan teori efektifitas hukum soerjono
soekamto yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah.

Bab IIl Metode penelitian. Pada bab metode penelitian ini penulis
memaparkan alat yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam
metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang
akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian dan juga metode
pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis akan
memaparkan data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan
penelitian dan pengamatan di lapangan. Dari hasil data dan hasil pengamatan
tersebut,dilanjutkan dengan menganalisis data hasil pengamatan lainnya sehingga
dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk hal
yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya

Bab V Penutup Pada bab ini membahas kesimpulan yang menguraikan
secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat
oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi
pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi

penelitian berikutnya.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku maupun artikel yang
telah diterbitkan,maupun dalam bentuk tesis dan skripsi. Penelitian terdahulu juga
ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian
sebelumnya yang selanjutnya dijelaskan persamaan, perbedaan serta orisinalitas

dari penelitian tersebut.™

1. Artikel yang ditulis Veronica Sri Astuti Nawangsih, Eko Yudianto Yunus
dan Tidar Astono dari Universitas Panca Marga Probolinggo yang
berjudul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota
Probolinggo” pada artikel ini membahas Penanganan kasus kekerasan
terhadap anak penting dalam upaya perlindungan hak anak dan
pemenuhan rasa aman bagi korban Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang
dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Dinsos P3AP2KB) Kota Probolinggo. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

" Tim Penyusun, Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah ,(Malang: Fakultas Syariah, 2022). 21
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dokumentasi.Penelitian menunjukkan bahwa Dinsos P3AP2KB telah
menjalankan beberapa langkah penanganan, seperti pendampingan
psikologis, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi lintas sektor
dengan kepolisian dan lembaga perlindungan anak sebagai upaya preventif
dan kuratif yang dilakukan menunjukkan adanya progres positif dalam
menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo.*?

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Rizgi dari Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Evaluasi Implementasi
Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun
Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar).” Peneliti
mengkaji beberapa masalah yaitu sejauh mana program sosialisasi tentang
kekerasan sekual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini,apa dampak dari
program sosialisasi terhadap perubahan periilaku keluarga dalam
melindungi anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan
penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya sendiri terdiri

'2 Veronica Sri Astuti Nawangsih dkk., “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo,” Jurnal
Sosial Humaniora Sigli 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.47647/jsh.v8i1.3287.



https://doi.org/10.47647/jsh.v8i1.3287.

dari beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis,
serta kesimpulan. *3

3. Skripsi yang ditulis Moch Rizki Fadlillah dari Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya Perlindungan
Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dan Anak Perspektif
Viktimologi (Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)” peneliti ini mengkaji Kasus
KDRT terus mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dengan
perempuan dan anak sebagai kelompok yang banyak menjadi korban. Di
Kabupaten Lumajang, KDRT menjadi bentuk kekerasan yang paling
dominan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami
fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis istri dan anak
sebagai korban KDRT dengan menggunakan teori Viktimologi dari Von
Hentig sebagai kerangka analisis serta upaya yang ditempuh Dinsos P3A
Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai
korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah studi
penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
diperoleh melalui wawancara terhadap korban KDRT dan pegawai di

Dinsos P3AP2KB Kabupaten Lumajang. selain itu, terdapat data yang

® Muhammad Rizqi, “Evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual
dalam membangun keluarga ramah anak: Studi di UPTD PPA Kota Blitar” (undergraduate
Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), http://etheses.uin-
malang.ac.id/73516/.



http://etheses.uin-malang.ac.id/73516/
http://etheses.uin-malang.ac.id/73516/

diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti

untuk mendukung analisis.**

4. Skripsi yang ditulis Celya Zahra Nabila Putri mahasiswa dari Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Trenggalek dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”
Peneliti ini mengkaji Jenis kekerasan yang sering terjadi terhadap anak
adalah jenis kekerasan seksual. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek telah berupaya
untuk mengatasi permasalahan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek dan untuk mengetahui
efektivitas hukum pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang telah
dilakukan perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Penelitian ini termasuk dalam penelitian
yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Tempat lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek.

Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa

* Moch Rizki Fadlillah, “Upaya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada istri
dan anak perspektif Viktimologi: Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lumajang” (undergraduate Thesis,Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2025), http://etheses.uin-malang.ac.id/73870/.



http://etheses.uin-malang.ac.id/73870/

wawancara dan sumber sekunder berupa beberapa buku-buku serta jurnal

yang berkaitan dengan penelitian.™

5. Skripsi yang ditulis Arief Rahman Dwi hadi mahasiswa dari Universitas
Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang yang berjudul “Efektifitas
Program Generasi Berencana dalam Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga
(Studi Pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu)” peneliti mengkaji
Adanya program Generasi Berencana yang dibuat oleh BKKBN adalah
untuk mensosialisasikan program tentang masalah kesehatan reproduksi
remaja (TRIAD KRR) vyang terjadi dikalangan para remaja di
Indonesia.Masalah tersebut antara lain seksualitas, HIV/AIDS, dan
NAPZA, yang hingga saat ini masih terjadi di kalangan remaja Indonesia
sehingga mengakibatkan tidak adanya persiapan remaja untuk kehidupan
berkeluarga kelak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas
program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu menggunakan efektifitas
hukum sudut pandang Soerjono Soekanto. Metode penelitian ini
menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung

> Celya Zahra Nabila Putri, “Upaya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak Kabupaten Trenggalek dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak” (undergraduate
Thesis,Universitas Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), http://etheses.uin-
malang.ac.id/74595/.
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ilmiah lainya yang relevan dengan penelitian.*

Tabel 1.1
Peneliti Terdahulu

dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya

Nama,Peneliti

NO Judul Tahun Persamaan Perbedaan
Veronica Sri  Astuti | Meneliti  efektivitas
Nawangsih (1), Eko | penanganan kasus
Yudianto Yunus (2) | kekerasan  terhadap | Berfokus pada
Tidar Astono(3) | anak.Menggunakan lembaga Dinas Sosial
“Efektivitas pendekatan  empiris | P3A sebagai
Penanganan Kasus | dan berfokus pada | pelaksana
Kekerasan Terhadap | lembaga Dinas Sosial | perlindungan  anak.
1. |Anak Oleh Dinas | P3A sebagai | Tujuan utamanya
Sosial Pemberdayaan | pelaksana menilai fungsi
Perempuan dan | perlindungan  anak. | lembaga dalam
Perlindungan Anak di | Tujuan utamanya | menangani kekerasan
Kota Probolinggo.” menilai fungsi | anak.Lokasi penelitian
lembaga dalam | yang berbeda.
2025 menangani kekerasan
anak.
Muhammad Rizqi | Mengkaji program | Objek program yang
“Evaluasi perlindungan anak | diteliti berbeda
Implementasi Program | yang diinisiasi oleh | program  sosialisasi
Sosialisasi  Tentang | UPTD  PPA.Menilai | kekerasan seksual,
Kekerasan Seksual | pelaksanaan dan | penelitian ini meneliti
Dalam  Membangun | efektifitas program | program  rehabilitasi
Keluarga Ramah | pemerintah  daerah. | dan pendampingan
9 Anak (Studi di UPTD | Menggunakan anak korban
" | PPA Kota Blitar).” pendekatan  empiris | kekerasan ayah abusif.
evaluatif terhadap | Fokus lebih pada
2025 pelaksanaan kebijakan | pencegahan
perlindungan anak. (preventif), sedangkan
penelitian ini  fokus
pada pemulihan
(kuratif). Lokasi
penelitian berbeda.
3| Moch Rizki Fadlillah | Upaya perlindungan | Teori utama berbeda

'® Arief Rahman Dwihadi, “Efektivitas program generasi berencana dalam menyiapkan kehidupan
berkeluarga: Studi pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu” (undergraduate, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), http://etheses.uin-malang.ac.id/75575/.



http://etheses.uin-malang.ac.id/75575/

“Upaya Perlindungan | terhadap  kekerasan | yang  menggunakan
Terhadap Kekerasan | dalam rumah tangga | perspektif
Dalam Rumah Tangga | (KDRT). melibatkan | viktimologi,Fokus
Pada Istri dan Anak | Dinas Sosial sebagai | Fadlillah lebih luas
Perspektif lembaga  pelaksana | (istri dan anak korban
Viktimologi (Studi | perlindungan KDRT), . Pendekatan
Dinas Sosial, | perempuan dan anak. | Fadlillah normatif-
Perberdayaan Memiliki dan pada | empiris, .
Perempuan dan | aspek korban anak dan
Perlindungan  Anak | istri akibat kekerasan
Kabupaten dalam keluarga.
Lumajang)”
2025
Celya Zahra Nabila | mengangkat peran
Putri,Upaya Dinas | Dinas Sosial
Sosial Pemberdayaan | P3AP2KB dalam
Perempuan dan | perlindungan  anak. fokus pada  upava
Perlindungan  Anak | Sama-sama fokus P pay
pencegahan kekerasan
Kabupaten Trenggalek | pada kasus kekerasan .
seksual  (preventif),
dalam Pencegahan | terhadap anak dan L . .
: okasi penelitian
Kekerasan Seksual | upaya pemerintah )
berbeda,Celya tidak
Terhadap Anak daerah dalam e
membahas efektifitas
penanganannya. hukum
2025 Menggunakan metode '
penelitian  kualitatif
dan menyoroti strategi
dinas sosial.
Arief Rahman | meneliti efektifitas | Program yang dikaji
Dwihadi “Efektivitas | program  pemerintah | berbeda: Arief fokus
Program Generasi | daerah  di  bawah | pada program GenRe
Berencana dalam | P3AP2KB. (Generasi  Berencana)
Menyiapkan menggunakan  teori | untuk kesiapan remaja
Kehidupan efektivitas berkeluarga,
Berkeluarga  (Studi | hukum/implementasi | sedangkan penelitian

Pada Insan GenRe di
DP3AP2KB Kota
Batu)”

2025

kebijakan.

ini fokus pada
program perlindungan
anak korban
kekerasan. Kelompok
sasaran berbeda
(remaja umum vs anak
korban kekerasan
keluarga). Lokasi

berbeda (Kota Batu vs
Kota Malang).
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B. Landasan Teori
1. Efektifitas

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas
berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya (akibatnya,
pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat
membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai
berlaku (tentang undang-undang, peraturan).”” Efektifitas hukum pada
dasarnya berkaitan dengan sejauh mana suatu hukum dapat berlaku secara
nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-
undang. Dalam konteks penelitian hukum empiris, efektifitas hukum
menunjukkan apakah norma hukum yang berlaku benar-benar dijalankan,
ditaati, dan memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

b. Pengertian efektifitas menurut Soejono Soekanto

Efektifitas hukum sangat erat kaitannya dengan konsep sistem
hukum  menurut Soerjono Soekanto, penegakan suatu hukum dapat
dikatakan efektif jika memenuhi lima faktor yaitu:

1.) Faktor hukum. Hukum berperan penting dalam menjamin keadilan,
memberikan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat bagi
masyarakat.”® Faktor hukum dalam hal ini adalah undang-undang.
Undang-undang dalam pengertian materiil mencakup: pertama, regulasi

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dapat berlaku. Secara

YKamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses tanggal 8 Oktober 2025,
https://www.kbbi.web.id/efektif
'® Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” 55



https://www.kbbi.web.id/efektif

umum untuk seluruh rakyat, kelompok tertentu, atau wilayah tertentu;
dan kedua, peraturan yang diberlakukan secara lokal yang hanya
memiliki kekuatan hukum di wilayah atau daerah tertentu saja.”

2.) Faktor penegah hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan
hukum. Penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dalam proses penegakan hukum. Peran mereka tidak hanya
terbatas pada upaya penindakan hukum (lawenforcement),tetapi juga
mencakup  pemeliharaan  ketertiban dan perdamaian (peace
maintenance).”® Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki
kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat, yaitu posisi yang
menunjukkan tempat seseorang dalam struktur sosial, bisa di tingkat
tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan ini membawa hak dan
kewajiban yang membentuk peran sosialnya.”

3.) Faktor sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung penegakan hukum.
Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini
mencakup berbagai aspek penting seperti sumber daya manusia yang
memiliki pendidikan dan keterampilan, struktur organisasi yang tertata
dengan baik, perlengkapan operasional yang memadai, serta dukungan

anggaran yang mencukupi.?

® Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada, 2007), 11

?° Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 19
*! Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 20
*2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37



4.) Faktor masyarakat, yaitu melihat lingkungan berlakunya hukum
tersebut. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman
serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang
signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi salah satu tolok
ukur utama untuk menilai sejauh mana hukum tersebut berjalan efektif
dan berfungsi dalam kehidupan sosial.”®

5.)Faktor kebudayaan, merujuk pada segala bentuk hasil karya, cipta, dan

rasa manusia yang lahir dari kehendak dalam kehidupan bermasyarakat.**
Budaya hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang menjadi dasar dari
hukum vyang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini membantu
menentukan apa yang dianggap baik dan pantas untuk dilakukan, serta
apa yang dianggap buruk dan harus dijauhi. Dengan kata lain, budaya
hukum memengaruhi cara masyarakat melihat dan mematuhi hukum.”
Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam
penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program

“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan oleh UPT

PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Setiap faktor dalam teori ini

menjadi indikator dalam menilai bagaimana hukum perlindungan anak

dilaksanakan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan sejauh mana

masyarakat serta lembaga hukum berperan dalam pelaksanaannya.

# Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah: Jurnal
Pendidikan dan Studi Islam, no. 2(2018): 151 https://share.google/rYFhVMGFdjvXnu2gv

** Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,8

%> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59
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2. Kekerasan
a. Pengertian
Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
dengan perihal yang memiliki sifat dan ciri keras. Diartikan juga sebagai
suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang
menimbulkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan
kerusakan pada barang ataupun fisik orang lain.”® Unsur yang ada dalam
kekerasan yaitu adanya sebuah paksaan atau ketidakinginan dari orang lain
yang telah dilukai. Kekerasan adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi
manusia karena menimbulkan kerugian baik dalam bentuk fisik atau non
fisik.”’
b. Kekerasan dalam Hukum Positif
Dalam hukum positif Indonesia, hukum terkait tindak kekerasan
seksual dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU
No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana
yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa
perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan
atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal

80 ayat (1), (2), dan (3).%

?® Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 08 Oktober 2025,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan

% Abdul Fahid, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), 30

%8 “K etentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara
Penyiksaan,” diakses 8 Oktober 2025, https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-
2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/.
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(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan juga pada pasal 473 ayat

1: “Bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan

perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” *

Terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan yang menjelaskan terkait pencegahan tindak

pidana kekerasan , pendampingan dan perlindungan untuk korban,

pemulihan hak korban kekerasan seksual, diatur juga keterlibatan
masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat
mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan.

Anak dan Hak Anak

a. Pengertian Anak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari

kata anak adalah manusia yang kecil atau keturunan yang kedua.** Anak
merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang masih dalam tahap

perkembangan menuju dewasa dan masih dalam masa pertumbuhan.

# “K etentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara
Penyiksaan.”

*% pasa
Pidana

1 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

*! Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses tanggal 08 Oktober 2025,
https://kbbi.web.id/anak
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Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau Convention on the Rightsof
the Child, anak adalah manusia yang umurnya masih dibawah 18
tahun,kecuali terdapat ketentuan lain yang dimiliki oleh suatu negara yang
menentukan usia dewasa seseorang dapat dicapai lebih awal.*?

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyebutkan
pengertian dari anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,
yaitupasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, “Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.” ** Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pada pasal 150
menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18
tahun.” * Dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak atau
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dijelaskan bahwa, “Anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluhsatu) tahun dan belum
pernah kawin.” 3
a. Hak-Hak Anak

Dalam Islam, anak merupakan makhluk mulia yang kehadirannya

di dunia terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT.*® Anak adalah titipan

Allah SWT yang dipercayakan kepada kedua orang tua sebagai amanah

*? Fransiska Novita Eleanora dkk., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
(Malang: Madza Media, 2021) . 9 diakses 8 oktober 2025
https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak
%20dan%20Perempuan_removed_ compressed.pdf

* pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

** Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang HukumPidana
* pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

** M. Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Semarang: CVRafi
Sarana Perkasa, 2021),



https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf
https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf

yang harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab.*” Secara
perkembangan, anak merupakan individu yang berada dalam rentang usia
sejak lahir hingga mencapai masa baligh, yaitu saat telah mengalami mimpi
basah untuk laki-laki atau telah haid untuk perempuan, atau telah memasuki
usia lima belas tahun.®

Dalam Islam, salah satu hak bagi anak adalah hak mendapatkan
pengasuhan dari orang tua. Pengasuhan ini bertujuan untuk memastikan
anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun
mental. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam kehidupan
anak. Kehadiran mereka berkontribusi besar terhadap pertumbuhan anak
yang optimal, terutama orang tua yang memahami dan menjalankan
tanggung jawab mereka dalam mendidik dan membimbing anak dengan
cara yang tepat dan sehat.*

Perlindungan kepada anak merupakan hal yang menentukan
kualitas dari seorang anak sebagai generasi masa depan. Jika anak tumbuh
dengan baik maka nantinya mereka akan menjadi masyarakat yang baik
juga. Oleh karena itu orang tua, masyarakat, dan juga negara memiliki
kewajiban untuk mewujudkan hak-hak anak. Dalam lingkup kecil, orangtua

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat melindungi hak- hak

*” Sukatin dkk., “Pendidikan Anak dalam Islam” Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, No. 2(2020):
192diakses 8 oktober 2025 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/7345

** Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaan dalam Perspektif Islam”,
Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, No. 2(2018):
370https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/martabat/article/view/1348

* UNICEF, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022).147
diakses 8 oktober 2025
https://www.unicef.org/indonesia/media/17256/file/The%201slamic%20Perspective%200n%20Pro
t ecting%20Children%20from%20Violence%20and%20Harmful%20Practices.pdf
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anak. Termasuk untuk melindungi anak, Islam mewajibkan untuk selalu
berusaha agar menjaga keselamatan keluarga di dunia dan akhirat.*’

Sebagaimana diterangkan dalam Surat at-Tahrim ayat 6:
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Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.**

Dalam hukum positif,anak yang merupakan manusia yang masih

kecil atau masih dalam tahap perkembangan menuju dewasa, mempunyai
hak yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dan hak anak
merupakan dasar pengakuan dari adanya martabat yang melekat dan hak
yang sama sebagai manusia, dimana hak tersebut tidak bisa dicabut.
Menurut konvensi hak anak, seorang anak mempunyai hak-hak yang dapat
terbagi dalam empat bidang:

1) Hak atas kelangsungan hidup yang berisi tentang hak atas hidup layak
dan mempunyai pelayanan kesehatan.

2) Hak untuk berkembang, yaitu tentang hak mendapatkan pendidikan,
informasi, mempunyai waktu luang, kebebasan untuk berfikir, dan
mendapatkan perlakuan, pelayanan, dan perlindungan khusus untuk anak
yang cacat.

3) Hak mendapatkan perlindungan, vyaitu perlindungan dari adanya
kekejaman, eksploitasi, dan juga dari kesewenang-wenangan.

4) Hak untuk berpartisipasi seperti memberikan pendapat, berkumpul, dan
ikut mengambil keputusan yang menyangkut dirinya.*

Hak-hak anak juga tercantum dalam beberapa Undang-Undangdi

Indonesia, diantaranya yaitu dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan

* Rofig, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, 43
* https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12
*> Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 33



https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12

anak atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 2 sampai
dengan pasal 8. Pada pasal 2 dijelaskan beberapa diantaranya adalah:
1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian
bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
pasal 1, diberikan pengertian bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”** Dalam
pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbubh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh seorang anak, diantaranya

yaitu:

* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

* Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

* pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



1) Dijelaskan pada pasal 6 bahwa : “Setiap Anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”*

2) Dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
47

3) Dijelaskan pada pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang
Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” **

4) Dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak
untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan
pertimbangan terakhir” *°

5) Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk
memperoleh perlindungan dari: “Penyalahgunaan dalam kegiatan
politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata,Pelibatan dalam
kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan, Pelibatan dalam peperangan, Kejahatan seksual.” *°

Selain hak-hak yang dimiliki anak, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung
jawab untuk memenuhi, melindungi, dan juga menghormati hak- hak yang
dimiliki anak. Pada pasal 20 dijelaskan “Negara, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

*® 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

* Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*® 8 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

* Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*® pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan alat yang digunakan peneliti
dalam meneliti suatu objek, untuk memahami objek penelitian.>* penelitian
ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang
diambil dari kenyataan atau praktik yang ada di dalam masyarakat, badan
hukum,atau Lembaga pemerintah.>* Penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan istilah socio-legal
research atau penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian ini memiliki
keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial karena mengkaji bagaimana hukum
bekerja dan berfungsi di tengah masyarakat. Fokus penelitian hukum
empiris tidak hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada
implementasi dan efektifitas hukum dalam praktik sosial.>® Dalam penelitian
ini, data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah dan dikorelasikan dengan
teori hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas
efektivitas program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dalam

pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif di Kota Malang, untuk

*! Miftahus Sholehudin, “Concept, Meaning and Object of Research Methodology,” Teaching
Resources, 28 September 2020, https://repository.uin-malang.ac.id/6832/.

> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).150

> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2019), 6-7
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menilai sejauh mana program tersebut berjalan efektif sebagai upaya

perlindungan anak dalam perspektif pelaksanaan hukum di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
socio-legal,dalam penelitian hukum empiris muncul sebagai metode
interdisipliner yang mengintegrasikan alat analisis i1lmu sosial untuk
menangkap esensi hukum sebagai fenomena yang dinamis dan kontekstual
dalam kehidupan masyarakat, di mana norma hukum tidak lagi dipahami
sebagai entitas statis melainkan sebagai institusi yang berinteraksi secara
kompleks dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini
digunakan untuk pendekatan ini sebagai proses pengumpulan data empiris
melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis statistik untuk
mengungkap bagaimana hukum diterapkan serta diterima dalam praktik
sehari-hari, sehingga menjembatani kesenjangan mendasar antara "hukum
dalam buku" dan "hukum dalam tindakan"secara nyata oleh aparat
pelaksana dan masyarakat melalui program “Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih”. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris yang menilai efektifitas pelaksanaan
hukum di lapangan. Data lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif, sesuai dengan teori efektifitas hukum.>* Pendekatan ini relevan
digunakan dalam penelitian hukum empiris karena fokusnya terletak pada

interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk perilaku lembaga

>* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),

51.
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pelaksana hukum, aparat, dan masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh

hukum.>®

Data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis deskriptif evaluatif, yakni
menggambarkan pelaksanaan hukum sebagaimana adanya di lapangan,
kemudian menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut telah efektif sesuai
dengan Teori Efektifitas Hukum , yang menitik beratkan pada lima faktor
utama substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana,
masyarakat, serta budaya hukum dalam konteks penelitian ini, pendekatan
Socio-legal digunakan untuk mengkaji efektifitas hukum dalam pelaksanaan
program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan
oleh (UPT PPA) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota
Malang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana
pelaksanaan program tersebut menjadi cerminan penerapan norma hukum
dalam praktik, serta bagaimana masyarakat khususnya anak penyintas
kekerasan ayah abusif merasakan manfaat dari pelaksanaan hukum tersebut.
Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-
faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi efektifitas

hukum, bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor,

>> Muhaimin,Metode Penelitian Hukum .145
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yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas,

masyarakat, serta budaya hukum.>®

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di (UPT PPA) di bawah naungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang. Pemilihan lokasi
penelitian ini didasarkan pada urgensi permasalahan sosial yang terjadi di
Kota Malang, yaitu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh P3AP2KB Kota Malang, sepanjang
tahun 2024 tercatat sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai
korban, baik dalam ranah rumah tangga maupun sosial masyarakat.Kondisi
ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih menjadi
persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal

penanganan dan pendampingan korban.

Oleh karena itu, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang dipilih sebagai
lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang
berperan langsung dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan
pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk
pelaksanaan program ‘“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih.”

Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat menilai sejaun mana

*® Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .5-7



efektivitas hukum diterapkan dalam praktik pendampingan anak penyintas

kekerasan ayah abusif di Kota Malang.”’

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua

jenis,yaitu :
1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara
langsung dari lapangan (field research) intraksi langsung antara peneliti
dengan narasumber .>® Data primer dalam penelitian hukum empiris
digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan dalam
praktik, serta sejauh mana efektifitas hukum tersebut dapat dirasakan
oleh masyarakat.”® Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.
2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterima peneliti secara
tidak langsung,melainkan melalui media berupa orang lain atau dokumen
sebagai pendukung yang diperolen melalui kegiatan penelitian
kepustakaan (library research), yaitu data yang sudah tersedia dalam

bentuk tertulis dan digunakan untuk memperkuat analisis data primer.°

>’ pemerintah Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), “Data Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak Tahun 2024,” diakses 20 Oktober 2025, https://malangkota.go.id/

*® Muhaimin,Metode penelitian Hukum.150

** Muhaimin,Metode penelitian Hukum.151
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Data sekunder dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer

dan sekunder.”Adapun dalam penelitian ini antara lain :

1.)Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan
anak dan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2.)Dokumen atau arsip yang terdapat di Kantor UPT PPA Kota Malang

3.)Sumber pendukung lain seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal
ilmiah, dan data statistik resmi dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan
pendekatan yang digunakan, yaitu socio-legal . Metode pengumpulan data

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah,sebagai berikut:
1. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data
primer, dilakukan melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih secara
langsung yang salah satu pihak bermaksud untuk mendapatkan langsung
antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber yang
memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, wawancara merupakan
bagian penting dari penelitian hukum empiris karena memungkinkan

peneliti memperoleh informasi yang tidak dapat ditemukan melalui



dokumen tertulis.®® Adapun jenis wawancara yang dilakukan penulis
dalam penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub
UPT PPA P3AP2KB Kota malang dan juga sebagai pendukung
wawancara yang dengan peserta program “ibu tangguh anak
pulih”sebagai responden, Pendamping psikososial dan korban dari
tindakan kekerasan.®*Oleh karena itu penulis menggunakan metode
wawancara langsung, yaitu melakukan tanya jawab langsung antara
penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang akan digunakan oleh
penulis yakni wawancara tak terstruktur. Wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan kepada responden.®

Tabel 2.1Data Informan

NO Nama Keterangan
1. | Titik Indriani,S.SI | Kepala Sub.UPT PPA Kota Malang
2. | Sri Lestari Peserta program dari Kec. Sukun
3. | Aisyah Peserta Program Dari Kec. Kedungkandang
4. | Tri Darwati Peserta program dari Kec.Klojen
5. | Siti Mahmudah Peserta dari Kec. Blimbing

% Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhillah Mappaselleng, dan Baso Marannu, Panduan Dasar
Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 105.

®! syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

%2 Elvera dan Yesita Astarina, Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 72.
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2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku,
aktivitas, dan situasi di lokasi penelitian. observasi dalam penelitian
hukum empiris merupakan kegiatan peninjauan langsung di lapangan
dengan cara mencatat, memotret, dan merekam situasi atau peristiwa
hukum yang terjadi. Observasi dilakukan di lingkungan kerja UPT PPA
P3AP2KB Kota Malang, khususnya dalam kegiatan pelaksanaan
program ‘“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”. Observasi ini
bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana berjalannya pelaksanaan

program perlindungan anak .%

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan bahan merupakan metode pengumpulan
setelah semua data terkumpul. Kemudian dipilih yang memiliki validitas
yang baik maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengelolahan data

Adapun tahapan dalam pengolahan bahan yaitu:
1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahab pemeriksaan data (editing) mengedit dan pemeriksaan bahan
hukum adalah proses awal mula dari mengecek kembali cacatan, file,
serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing
merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti  untuk
mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan

dokumentasi di lapangan. Diantaranya yang akan diperiksa ulang oleh

63 Muhaimin,Metode Penelitian Hukum.90-95



peneliti yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan

dengan penelitian.®
2. Kilasifikasi Data (Classifiying)

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan bahan
hukum yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan
yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah
dipahami oleh pembaca. Pada tahap Klasifikasi, peneliti berusaha
memilah dan memilih data hasil wawancara yang berhubungan dengan

data yang dibutuhkan.
3. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali bahan hukum
yang sudah terkumpul guna melakukan pengecekan validasinya. Peneliti
dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan
terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan
tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap peneliti sudah
sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh

peneliti akurat dan valid.
4. Analisis (Analyzing)

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data
kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini,

peneliti akan melakukan penyusunan data, dengan menggunakan hasil

* Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.



wawancara dengan informan dan dianalisis menggunakan karya ilmiah
yang relevan. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti

deskriptif,evaluatif dan preskriptif.®

Analisis deskriptif yang dimaksud
bahwa dapat memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan
objek penelitian sebagaimana hasil penelitian,Evaluatif ~ peneliti
memberikan justifikasi atas hasil peneitian dan preskiptif ini memberikan
argumenasi atas hasil penelitian ini memberikan preskripsi atau
penilaian. Analisis ini dengan pendekatan kualitatif terhadap fakta
mengenai efektifitas program ibu tangguh, anak pulih .Analisis dilakukan
untuk meringkas data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah

dipahami oleh pembaca lainnya. Analisis berupaya menggambarkan

kenyataan yang terjadi untuk mencapai kesimpulan.
5. Kesimpulan (Conclusing)

Tahap akhir penelitian adalah kesimpulan atau konklusi. Pada
tahap ini peneliti meringkas bahan yang diperoleh dan menarik
kesimpulan yang dapat diinterpretasikan. Kesimpulan pada penelitian ini
mejawab tentang bagaimana implementasi dan efektivitas program ibu
tangguh ,anak pulih Kota malang dalam kehidupan berkeluarga, dan

menjawab efektifitas.

® Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2010), 183-184.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
Dalam pembahasan ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum

mengenai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
sebagai unit layanan teknis di bawah Dinas Sosial P3AP2KB yang berperan
dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak. Uraian ini disajikan sebagai pengantar untuk memahami peran, tugas, dan
bentuk layanan UPT PPA sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan program dan upaya perlindungan anak.
1. Profil

Pemerintahan Daerah Kota malang memiliki (UPT PPA) merupakan unit
layanan teknis yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(P3AP2KB) Kota Malang. UPT PPA dibentuk sebagai perangkat operasional
pemerintah daerah yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan
tentang perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.®®
Keberadaan UPT PPA menjadi bagian dari upaya negara dan pemerintah daerah
dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak

anak sebagai kelompok rentan.

% Diakses 1 Desember 2025, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/upt-perlindungan-perempuan-
dan-anak/
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“va’ jadi untuk UPT PPA merupakan unit yang secara khusus

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan

pencegahan lebih banyak dilakukan oleh bidang lain di P3AP2KB.%’

Bahwa UPT PPA menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk
kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
perundungan, hingga perdagangan orang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa
UPT PPA memiliki cakupan layanan yang luas, dengan anak sebagai salah satu
kelompok korban yang menjadi prioritas utama penanganan.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
berorientasi pada penyelenggaraan layanan perlindungan dan pendampingan
korban kekerasan secara komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sub
UPT PPA menjelaskan bahwa UPT PPA memiliki enam layanan utama yang
menjadi dasar operasional penanganan kasus. UPT PPA Kota Malang
menyelenggarakan layanan penanganan kasus yang meliputi penerimaan laporan
atau pengaduan, asesmen awal terhadap korban, pendampingan psikososial,
fasilitasi konseling, serta pendampingan hukum melalui koordinasi dengan aparat
penegak hukum dan lembaga terkait. Layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan
prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta perlindungan
terhadap kerahasiaan identitas korban. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap

®7 Titik Indriani, S.Si., 30 September 2025.
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anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta
berhak mendapatkan pemulihan atas dampak yang dialaminya.®®

“jadi untuk UPT PPA memiliki enam layanan utama, yaitu layanan

pengaduan, penjangkauan, pendampingan korban, pengelolaan kasus,

mediasi, dan fasilitasi rumah aman. 69

Layanan pengaduan berfungsi sebagai pintu masuk utama dalam
penanganan kasus kekerasan. Narasumber menjelaskan bahwa pengaduan dapat
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran,
seperti datang langsung ke kantor UPT PPA, aplikasi SAPA 129, call center,
media sosial, maupun rujukan dari kepolisian dan lembaga mitra. Hal ini
menunjukkan adanya upaya dari UPT PPA untuk memperluas akses masyarakat
dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Setelah pengaduan diterima, UPT PPA melaksanakan fungsi
penjangkauan dan asesmen awal. Narasumber menjelaskan bahwa asesmen awal
mencakup penggalian kronologi kejadian, identitas korban dan pelaku, latar
belakang kasus, serta harapan korban terhadap tindak lanjut yang diinginkan.
Asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang akan
diberikan, baik pendampingan psikologis, sosial, maupun hukum.

UPT PPA Kota Malang juga menjalankan fungsi rujukan dan koordinasi
lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam praktiknya,

UPT PPA bekerja sama dengan kepolisian, tenaga psikolog, pekerja sosial,

fasilitas layanan kesehatan, serta unsur masyarakat guna memastikan bahwa

**Republik Indonesia “undang-undang nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun perlindungan Anak” Diakses pada 1 Deesember 2025, https://kejari-
buol.kejaksaan.go.id/peraturan-2/undang-undang/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-
perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/.

% Titik Indriani, 30 September 2025.
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penanganan kasus tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga
memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Pola kerja lintas sektor ini
mencerminkan pendekatan perlindungan anak yang komprehensif, sebagaimana
dianjurkan dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional
maupun daerah.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh UPT PPA Kota Malang
adalah program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”. Program ini
dirancang sebagai bentuk pendampingan kuratif dan rehabilitatif bagi anak
penyintas kekerasan dalam keluarga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh
ayah abusif. Program tersebut menempatkan ibu sebagai figur pendamping utama
dalam proses pemulihan anak, dengan dukungan pendamping psikososial dari
UPT PPA. Melalui program ini, UPT PPA berupaya meminimalisir dampak
trauma yang dialami anak serta membantu membangun kembali rasa aman dan
keberfungsian sosial anak pascakekerasan.”® Perpres Nomor 55 Tahun 2024
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
mengatur pembentukan, organisasi, tugas, fungsi, dan standar pelayanan UPTD
PPA di tingkat daerah.

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA
provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:
a.menerima laporan atau penjangkauan Korban;

b. memberikan informasi tentang hak Korban;

c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

7 Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana Kota Malang, “Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak” (Malang:
P3AP2KB Kota Malang, 2024) diakses pada 1 Desember 2025,
https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/.
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e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial,
pemberdayaarl sosial, dan reintegrasi sosial;

f. menyediakan layanan hukum;

g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;

h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan
Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;

i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

J. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban
dengan lembaga lainnya; dan

k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama
proses acara peradilan.

3. Lokasi
Lokasi kantor Dinas Sosial, pemberdayan perempuan dan perlindungan
Anak terletak di JI. Ki Ageng gribig No.5,Kec.Kedungkandang,Kota Malang,Jawa
Timur 65139.
4. Struktur Lembaga

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial (P3AP2KB) Kota Malang
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5. Peran

Dalam penanganan dan pendampingan anak korban kekerasan, UPT PPA
Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menjalankan peran strategis sebagai
lembaga pelaksana perlindungan anak di tingkat daerah. Pendampingan anak
korban kekerasan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi korban.

“jadi untuk pendampinganya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan

harapan korban, baik pendampingan hukum, pemulihan trauma, maupun
fasilitasi rumah aman.”"™*

Trauma yang dialami anak akibat kekerasan dalam keluarga cenderung
memiliki dampak yang lebih mendalam apabila pelaku kekerasan merupakan
orang terdekat, seperti orang tua atau figur pengasuh. Hal ini disebabkan oleh
adanya relasi emosional dan kelekatan antara anak dan pelaku, sehingga
kekerasan tidak hanya menimbulkan luka fisik atau psikis, tetapi juga merusak
rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan terdekatnya. Perspektif ini
sejalan dengan pandangan psikolog yang disampaikan melalui laman resmi
Universitas Gadjah Mada, yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak
sering kali dilakukan oleh orang terdekat dan berpotensi menimbulkan trauma
psikologis jangka panjang pada anak. Oleh karena itu, penanganan anak korban
kekerasan oleh orang terdekat memerlukan pendekatan pemulihan yang lebih

komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada aspek psikologis."

" Titik Indriani, 30 September 2025.
72 Universitas Gadjah Mada, “Psikolog UGM: Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya
Gangguan Kesehatan Mental,” 2023, diakses pada 1 Desember
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Pendampingan psikologis menjadi salah satu peran utama UPT PPA
dalam menangani anak korban kekerasan. Narasumber menjelaskan bahwa UPT
PPA menyediakan konselor internal dan bekerja sama dengan psikolog
profesional untuk melakukan pemulihan trauma anak. Pendampingan psikologis
ini umumnya dilakukan melalui beberapa sesi konseling, tergantung pada tingkat
trauma yang dialami anak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak
hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis anak
sebagai korban. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat,
khususnya ayah kandung, peran UPT PPA menjadi lebih kompleks.

“Iya mas memang untuk pelaku dari kekerasan ini yaitu pelakunya adalah

orang terdekat apalagi seperti ayah, trauma anak biasanya lebih dalam
karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan. ”"

Oleh karena itu, pendampingan dalam kasus tersebut dilakukan secara
lebih intensif dan melibatkan ibu sebagai sistem pendukung utama bagi anak.
Selain pendampingan psikologis dan hukum, UPT PPA juga berperan dalam
memastikan keamanan lingkungan anak. Narasumber menjelaskan bahwa apabila
lingkungan rumah dinilai tidak aman, UPT PPA dapat memfasilitasi penempatan
anak di rumah aman melalui koordinasi dengan aparat kelurahan dan kepolisian.
Peran ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak hanya bertindak sebagai lembaga
administratif, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan nyata bagi anak korban
kekerasan.

Dengan demikian, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang memiliki peran

strategis sebagai institusi pelaksana perlindungan anak di tingkat daerah,

2025, https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-
gangquan-kesehatan-mental/
" Titik Indriani, 30 September 2025.
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khususnya dalam konteks pendampingan dan pemulihan anak korban kekerasan
dalam keluarga. Peran tersebut menjadikan UPT PPA sebagai lokasi yang relevan
untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan program perlindungan anak, terutama
dalam menilai sejauh mana program pendampingan yang dijalankan mampu
mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum
positif.®
“lya mas’ jadi kami memiliki tugas dan fungsi utama dalam memberikan
layanan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan, khususnya dalam lingkup keluarga. Pelaksanaan tugas
tersebut mencakup penerimaan laporan, asesmen awal terhadap kondisi
korban, pendampingan psikososial, serta koordinasi dengan aparat
penegak hukum dan pihak terkait lainnya. UPT PPA tidak hanya berperan
sebagai penerima laporan secara administratif, tetapi juga bertanggung
jawab memastikan bahwa anak korban kekerasan memperoleh
pendampingan dan perlindungan yang berkelanjutan hingga kondisi anak
dinilai aman dan stabil.”™
6. Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”
Diadakanya program ini  “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih” oleh UPT PPA (P3AP2KB) Kota Malang diawali dengan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tahap awal
untuk memperkenalkan program, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
isu kekerasan dalam keluarga, serta membuka akses informasi mengenai
mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan, khususnya anak.

Tahap sosialisasi merupakan bagian penting dari strategi pencegahan dan

perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

™ Titik Indriani, 30 September 2025.
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Perlindungan Anak, yang menekankan peran negara dan pemerintah daerah dalam

membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat.”

“jadi adanya program ini “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih” diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di empat
kecamatan, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, dan Blimbing.
Sosialisasi tersebut melibatkan sekitar 40 peserta di setiap kecamatan
yang merupakan perwakilan dari kelurahan, dengan tujuan memberikan
pemahaman mengenai kekerasan dalam keluarga serta mendorong
masyarakat agar berani berbicara dan melaporkan peristiwa kekerasan
yang dialami atau diketahui. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, UPT
PPA menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain
psikolog, aparat penegak hukum dari kepolisian atau kejaksaan, serta
perwakilan dari Dinas Sosial, guna memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai dampak psikologis kekerasan, aspek hukum, dan
mekanisme layanan pendampingan yang tersedia. "

Kegiatan sosialisasi program tersebut dilaksanakan di empat kecamatan
di Kota Malang, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun,
Kecamatan Klojen, dan Kecamatan Blimbing. Setiap kecamatan melibatkan
sekitar 40 orang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing
kelurahan. Peserta sosialisasi terdiri dari unsur masyarakat yang dinilai memiliki
kedekatan langsung dengan lingkungan keluarga dan sosial, sehingga diharapkan
mampu menjadi perpanjangan informasi di tingkat kelurahan. Pola pelibatan
perwakilan masyarakat ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi
pada penanganan kasus, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran

kolektif di tingkat akar rumput.”’

> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diakses 1 Desember 2025,https://kejari-
buol.kejaksaan.go.id/peraturan-2/undang-undang/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-
perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/.

’® Titik,30 September 2025

" Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota
Malang, “Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.”diakses pada 1 Desember
2025, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/.
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Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi program ‘“Menguatkan Peran
Ibu Tangguh, Anak Pulih” adalah mendorong masyarakat, khususnya ibu dan
keluarga, agar berani untuk menyampaikan pengalaman kekerasan, berbicara
secara terbuka, serta melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami atau diketahui.
Dalam konteks ini, sosialisasi diposisikan sebagai upaya membangun budaya
hukum yang responsif terhadap perlindungan anak, mengingat salah satu
hambatan utama dalam penanganan kekerasan dalam keluarga adalah rendahnya
keberanian korban dan keluarga untuk melapor akibat rasa takut, malu, atau
stigma sosial.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang
menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Narasumber
yang dilibatkan meliputi psikolog yang memberikan pemahaman mengenai
dampak psikologis kekerasan terhadap anak, pihak penegak hukum seperti jaksa
atau aparat kepolisian yang menjelaskan aspek hukum dan mekanisme pelaporan,
serta perwakilan dari Dinas Sosial yang memaparkan bentuk layanan
pendampingan dan perlindungan yang tersedia. Pelibatan lintas profesi ini
menunjukkan adanya upaya integratif antara pendekatan psikologis, hukum, dan
sosial dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman
yang utuh mengenai penanganan kekerasan terhadap anak.

Melalui tahapan sosialisasi tersebut, program “Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih” tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian
informasi, tetapi juga sebagai instrumen awal dalam membangun keberanian

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Tahap ini
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menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pendampingan lanjutan terhadap anak
penyintas kekerasan, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya
hukum yang mendukung pelaporan dan perlindungan anak di tingkat masyarakat.®

Program Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih merupakan salah
satu program kuratif yang dilaksanakan oleh (UPT PPA) Dinas Sosial P3AP2KB
Kota Malang dalam rangka menangani korban kekerasan dalam rumah tangga,
khususnya anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah abusif. Program ini
dirancang untuk memberikan pendampingan menyeluruh yang tidak hanya
berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan
sosial anak korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub UPT PPA Kota
Malang, pelaksanaan program ini diawali dengan proses penerimaan laporan, baik
yang berasal dari masyarakat, kepolisian, maupun rujukan dari lembaga lain.
Setelah laporan diterima, petugas UPT PPA melakukan asesmen awal untuk
mengetahui bentuk kekerasan, kondisi psikologis anak, serta kebutuhan
pendampingan yang diperlukan. Asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan
jenis layanan yang akan diberikan kepada korban.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan psikososial, yang dilakukan oleh
pendamping dan psikolog. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak
mengatasi trauma akibat kekerasan yang dialaminya, membangun kembali rasa
aman, serta memulihkan kepercayaan diri anak. Dalam proses ini, peran ibu
diposisikan sebagai figur pendukung utama dalam pemulihan anak, sesuai dengan

konsep program Ibu Tangguh, Anak Pulih.
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Selain  pendampingan psikologis, UPT PPA juga memberikan
pendampingan hukum apabila kasus kekerasan tersebut berlanjut ke proses
hukum. Pendampingan hukum dilakukan dengan bekerja sama dengan kepolisian,
khususnya Unit PPA Polres Kota Malang, untuk memastikan hak-hak anak
sebagai korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Dengan
demikian, pelaksanaan program ini menunjukkan adanya pendekatan terpadu
antara aspek psikologis, sosial, dan hukum dalam menangani anak penyintas

kekerasan ayah abusif.

B. Pelaksanaan Program “Menguatkan peran Ibu Tangguh Anak Pulih”
1. Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti,
pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” diawali
dengan kegiatan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat perwakilan
perkelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di empat kecamatan di Kota Malang,
diawali dengan tingkat kekerasan tertingga di Kecamatan Sukun, Kedungkandang,
Klojen, dan Blimbing. Sosialisasi dan diskusi tersebut menjadi tahap awal
sebelum masuk pada pendampingan kasus secara individual. Dalam setiap
kecamatan, kegiatan sosialisasi diikuti oleh sekitar 40 peserta yang merupakan
perwakilan dari masing-masing kelurahan, dengan jumlah sekitar tiga hingga
empat orang per kelurahan. Peserta berasal dari unsur perangkat kelurahan, kader
masyarakat, serta perwakilan warga yang dianggap memiliki peran strategis di
lingkungannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, komposisi peserta ini

menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dirancang untuk menjangkau aktor-aktor
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lokal yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan UPT PPA. Tujuan
utama kegiatan sosialisasi ini adalah membangun keberanian masyarakat untuk
berbicara (speak up) dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan
keluarga.

“kegiatan awal ini memang ditujukan agar masyarakat berani berbicara
dan tahu ke mana harus melapor kalau ada kekerasan.” 8

Sosialisasi dan musyawarah yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang pada dasarnya diarahkan untuk membangun keberanian
masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya ini penting mengingat masih kuatnya budaya diam, rasa takut, dan
anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan aib yang tidak layak
dibuka ke ruang publik. Oleh karena itu, sosialisasi diposisikan sebagai sarana
edukasi sekaligus pemberdayaan masyarakat agar memahami bahwa pelaporan

kekerasan merupakan langkah perlindungan, bukan kesalahan korban.

Setelah adanya sosialisasi tersebut UPT PPA menyediakan layanan
pengaduan sebagai penerimaan laporan dari masyarakat diperkuat oleh
pemberitaan media Jatim Times yang menyebutkan bahwa UPT PPA P3AP2KB
Kota Malang mengapresiasi meningkatnya keberanian masyarakat untuk
melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan resmi
yang disediakan. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa meningkatnya
laporan bukan semata-mata menunjukkan bertambahnya kasus kekerasan,
melainkan mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk

tidak lagi menutupi peristiwa kekerasan. Media tersebut juga menegaskan bahwa

"8 Titik Indriani, 30 September 2025.
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sosialisasi dan penyebaran informasi layanan menjadi faktor penting dalam
mendorong masyarakat untuk berani melapor dan mengakses perlindungan yang

tersedia.”®

Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian
informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran dan keberanian
hukum masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan sosialisasi
menghadirkan narasumber lintas sektor, yaitu pihak Dinas Sosial P3AP2KB Kota
Malang, pendamping hukum dari kepolisian maupun kejaksaan, serta tenaga
profesional di bidang psikologi atau psikiatri. Materi yang disampaikan mencakup
pengenalan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme pelaporan,
proses hukum yang dapat ditempuh, serta dampak psikologis kekerasan terhadap

anak.

“masyarakat perlu tahu bahwa ketika melapor itu tidak sendirian, ada
pendamping hukum dan ada pendamping psikologis yang akan
membantu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi
bagian penting dari pelaksanaan program karena berfungsi sebagai jembatan awal
antara masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Melalui kegiatan ini,
masyarakat diperkenalkan pada layanan pendampingan UPT PPA sebelum
mereka berhadapan langsung dengan situasi kekerasan yang membutuhkan

penanganan hukum dan psikologis.

" Jatim Times, “UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang Apresiasi Masyarakat Berani Lapor
Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak,”Dakses 5 Desember 2025,
https://malangtimes.com/baca/350800/20251205/123300/dinsos-p3ap2kb-kota-malang-apresiasi-
korban-kekerasan-berani-lapor-sosialisasi-kita-sukses

8 Titik Indriani,30 September 2025.
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Selanjutnya pandangan peserta terhadap pelaksaan sosialisasi dan
msuyawarah berdasarkan dengan hasil wawancara. Sri Lestari salah satu peserta
dari kecamatan Sukun menilai bahwa program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” memberikan dampak awal yang cukup signifikan dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak,
meskipun efektivitasnya masih memerlukan keberlanjutan kegiatan.

“Kalau menurut saya, kegiatan ini cukup membuka wawasan, terutama
buat ibu-ibu seperti kami yang sebelumnya menganggap kekerasan itu
hanya kalau anak dipukul. Di kegiatan kemarin dijelaskan kalau
bentakan, tekanan, atau kata-kata kasar yang terus-menerus itu juga
berdampak ke anak. Itu yang baru saya pahami setelah ikut sosialisasi
ini. Tapi kalau bicara efektif atau tidak, menurut saya masih tahap awal,
karena masyarakat itu butuh sering diingatkan. Kalau hanya satu kali
kegiatan, takutnya nanti orang kembali ke kebiasaan lama ~81

Siti  Mahmudah merupakan peserta dari Kecamatan Blimbing
menekankan bahwa efektifitas program lebih terasa pada aspek informasi layanan
dan mekanisme pelaporan, dengan adanya kegiatan ini cukup membuka wawasan
masyarakat meskipun keberanian masyarakat untuk melapor masih menghadapi

hambatan sosial.

“Yang paling saya rasakan dari kegiatan ini adalah sekarang jadi tahu
kalau ada UPT PPA dan ke mana harus melapor kalau ada kekerasan
terhadap anak. Dulu kalau ada masalah di keluarga, orang-orang di
lingkungan saya lebih memilih diam karena takut dianggap membuka
aib. Setelah ikut kegiatan ini, setidaknya saya pribadi sudah tahu
prosedurnya dan bisa menyampaikan ke warga lain. Tapi jujur saja,
untuk benar-benar berani melapor itu masih sulit, karena rasa malu dan
takut karna ini suatu masalah yang mereka menganggap seperti aib dan
itu masih kuat di masyarakat.Dan juga menurut saya adanya program
ini sangat efektiv dan bisa langsung saya terapkan.”

# Wawancara dengan Sri Lestari, peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”
dari Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, 8 Januari 2026.

#2 Wawancara dengan Siti Mahmudah , peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih” dari Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, 9 Januari 2026.
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Tri Darwati peserta dari Kecamatan Klojen memandang bahwa program
ini efektif dalam membuka kesadaran mengenai dampak psikologis kekerasan
terhadap anak dengan adanya kegiatan ini masyarakat jadi mengerti kemana akan
melapor, karena dulu masyarakat menganggap masalah seperti ini ialah suatu
masalah yang aib dan mengambil tindakan untuk diam tidak berani untuk melapor
dan minimnya pemahaman untuk melapor kemana, dengan adanya kegiata ini
masyarakat semakin banyak wawasan terutama melalui penyampaian materi oleh
psikolog.

Jadi Materi yang saya dapatkan dan yang sudah disampaikan kemarin,
terutama dari psikolog, itu menurut saya sangat membuka fikiran.
Dijelaskan bahwa anak yang sering mendapatkan tekanan atau
kekerasan, meskipun tidak dipukul, bisa membawa trauma sampai
dewasa. Itu yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Jadi secara
pengetahuan, kegiatan ini sangat membantu. Tapi kalau soal perubahan
perilaku, itu kembali ke masing-masing keluarga. Program ini sudah
baik, tinggal bagaimana orang tua mau menerapkan apa yang sudah
disampaikan.®

Aisyah peserta dari Kecamatan Kedungkandang menilai bahwa program
ini memiliki potensi dalam mendorong keberanian masyarakat untuk
berbicara,dikarnakan dengan adanya pemateri yang sudah disampaikan terutama
dari psikolog yang mana ini membuat sangat membuka fikiran,namun
efektifitasnya akan lebih kuat apabila disertai tindak lanjut yang
berkelanjutan,program ini sudah baik tinggal bagaimana orang tua bisa
menerapkan apa yang sudah disampaikan .

Menurut saya, kegiatan ini memberi semangat bagi ibu-ibu untuk lebih

peduli dengan kondisi anak, baik anak sendiri maupun anak di sekitar

lingkungan. Paling tidak sekarang jadi tidak merasa sendirian kalau
menghadapi masalah. Tapi kalau ditanya sudah efektif atau belum, saya

® Wawancara dengan Tri Darwati, peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih” dari Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, 8 Januari 2026.
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rasa masih perlu tindak lanjut. Akan lebih bagus kalau setelah
sosialisasi ini ada pendampingan lanjutan atau kegiatan langsung ke
warga, supaya pesan yang disampaikan tidak berhenti di acara saja.**

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan terkait dengan tingginya kekerasan
di Kota malang. Dan juga layanan layanan yang telah disediakan untuk
masyarakat. Berdasarkan pemberitaan media daring Jatim Times, Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang melalui (UPT PPA) menyelenggarakan enam layanan
utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Enam
layanan tersebut meliputi layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan
korban, pengelolaan kasus, mediasi, dan fasilitasi rumah aman. Layanan
pengaduan berfungsi sebagai pintu masuk penanganan kasus, baik melalui laporan
langsung maupun melalui saluran pengaduan daring yang disediakan. Selanjutnya,
layanan penjangkauan dilakukan apabila korban tidak memungkinkan datang
langsung ke kantor UPT PPA, sedangkan pendampingan korban diberikan untuk
memastikan korban memperoleh perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan
selama proses penanganan. Selain itu, pengelolaan kasus dan mediasi dilakukan
sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi korban, sementara fasilitasi rumah aman disediakan bagi korban yang
membutuhkan perlindungan sementara demi menjamin keselamatan dan rasa
aman. Informasi ini menunjukkan bahwa UPT PPA P3AP2KB Kota Malang

memiliki mekanisme layanan yang terstruktur dalam menangani kasus kekerasan

8 Wawancara dengan Aisyah, peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”
dari Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, 8 Januari 2026.
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terhadap perempuan dan anak, sebagaimana disampaikan kepada publik melalui

media.®

Gambar 4.2
Statistik Jumlah Korban Kekerasan

H Perempuan (Dewasa) B Perempuan (anak) i Laki-laki (anak)
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Gambar 4.3
Statistik Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan
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% Jatim Times, “Dinsos P3AP2KB Miliki Enam Layanan Utama untuk Tangani Kasus Kekerasan
Perempuan dan Anak,” 25 Oktober

2024 https://jatimtimes.com/baca/323627/20241025/104400/dinsos-p3ap2kb-miliki-enam-
layanan-utama-untuk-tangani-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak.
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2. Pendampingan Korban Pada Program “Menguatkan Peran Ilbu
Tangguh, Anak Pulih”

Setelah tahap sosialisasi dan musyawarah pelaksanaan program
dilanjutkan dengan pendampingan terhadap anak penyintas kekerasan ayah abusif
secara individual.Dengan hadirnya Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
sebagai program yang berorientasi pada pendampingan dan pemulihan anak
korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh
ayah kandung atau figur ayah. Pelaksanaan program ini tidak berdiri sebagai
kegiatan tunggal, melainkan sebagai rangkaian intervensi yang saling terhubung
antara sosialisasi awal, penanganan kasus individual, serta pendampingan
psikososial dan hukum secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Sub UPT PPA Kota Malang, kekerasan yang dilakukan oleh ayah
memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan oleh pelaku lain karena
adanya relasi emosional dan ketergantungan dalam keluarga.

“kalau pelakunya orang terdekat, seperti ayah, trauma anak biasanya
lebih dalam karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan. ~86

Oleh karena itu, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang
yang terdekat seperti ayah, anak sebagai korban yang seharusnya memiliki rasa
aman kini menjadi terancam.Pelaksanaan program ini dirancang tidak hanya
untuk menangani anak sebagai korban, tetapi juga untuk memperkuat lingkungan
keluarga, terutama peran ibu, dalam proses pemulihan anak.Berdasarkan hasil

wawancara dan observasi lapangan, pendampingan dalam program ini mencakup

8 Titik Indriani, 30 September 2025.
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beberapa bentuk utama, yaitu asesmen, pendampingan psikologis, pendampingan
hukum, rehabilitasi sosial, serta penguatan peran ibu.
a. Asesmen
Tahap asesmen merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Unit PPA
Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang setelah adanya laporan atau pengaduan
mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Asesmen dilakukan untuk
mengidentifikasi kondisi korban secara menyeluruh, baik dari aspek
psikologis, sosial, maupun lingkungan keluarga. Pada tahap ini, petugas atau
pendamping melakukan wawancara awal kepada korban dan keluarga,
khususnya ibu sebagai pihak yang paling dekat dengan anak, guna
memperoleh gambaran mengenai bentuk kekerasan yang dialami, hubungan
korban dengan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi anak.
Proses asesmen juga bertujuan untuk menilai tingkat kerentanan korban dan
menentukan kebutuhan penanganan yang tepat, apakah korban memerlukan
pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, atau
perlindungan melalui fasilitas rumah aman apabila situasi lingkungan dinilai
tidak aman. Dengan demikian, asesmen berfungsi sebagai dasar dalam
merumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi korban,
sehingga intervensi yang dilakukan oleh UPT PPA dapat dilaksanakan secara
tepat sasaran dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan terbaik bagi
anak korban kekerasan.
“Setelah pengaduan masuk, kami melakukan registrasi dan assessment.

Assessment dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian, siapa
pelakunya, kebutuhan korban, serta harapan korban. Dari situ kami



menentukan tindak lanjut, apakah korban membutuhkan pendampingan
hukum, pemulihan trauma, rumah aman, atau mediasi.”
b. Pendampingan psikologis
Dilakukan melalui konseling dan terapi pemulihan trauma. Pendampingan
anak penyintas kekerasan ayah abusif merupakan inti dari pelaksanaan
program Menguatkan Peran lbu Tangguh, Anak Pulih. Pendampingan ini
bersifat kuratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan kondisi anak setelah
terjadinya kekerasan, bukan semata-mata untuk mencegah kekerasan di masa
depan. Berdasarkan temuan lapangan, pendampingan yang dilakukan oleh
UPT PPA mencakup  aspek utama, yaitu pendampingan psikologis,
Pendampingan psikologis dilakukan melalui konseling dan terapi yang
disesuaikan dengan usia serta kondisi psikologis anak,pendampingan ini
dilakukan tiga sampai lima kali tergantung dengan tingkat trauma korban
tersebut. Pendampingan ini penting karena kekerasan yang dilakukan oleh
ayah sebagai figur otoritas dalam keluarga sering kali menimbulkan trauma
mendalam dan rasa tidak aman pada anak. Maka jika setelah pendampingan
psikis ini, korban membutuhkan tempat aman sebagai perlindungan dan
pemulihan dari ancaman kekerasan yang dilakukan ayah abusif maka UPT
PPA menyediakan Rumah Aman untuk tempat tinggal selama pemulihan.
“untuk pemulihan trauma individu, kami menggunakan psikolog

profesional, biasanya dilakukan tiga sampai lima kali sesi, tergantung
tingkat trauma anak. ~88

¥ Titik Indriani, 30 September 2025.
8 Titik Indriani, 30 September 2025.



c. Pendampingan sosial

Dilakukan dengan melibatkan keluarga, khususnya ibu, dalam proses
pemulihan anak. Pendampingan sosial dalam penanganan anak korban
kekerasan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemulihan yang
tidak dapat dipisahkan dari dukungan lingkungan keluarga. Dalam konteks
perlindungan anak, pemulihan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan
psikologis kepada anak sebagai korban, tetapi juga melalui penguatan sistem
pendukung yang berada di sekitarnya, terutama keluarga inti. Keluarga
memiliki peran fundamental dalam membentuk rasa aman, stabilitas
emosional, serta proses adaptasi anak setelah mengalami peristiwa traumatis.
Oleh karena itu, pendekatan pendampingan sosial yang melibatkan anggota
keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan anak korban
kekerasan.

Dalam praktiknya, proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tidak hanya
terfokus pada pemberian layanan langsung kepada anak korban, tetapi juga
melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem pemulihan. Keterlibatan
keluarga, khususnya ibu, dipandang sebagai faktor yang sangat strategis
karena ibu merupakan figur yang dalam banyak kasus memiliki kedekatan
emosional yang paling kuat dengan anak. Kedekatan tersebut memungkinkan
ibu untuk memahami kondisi psikologis anak secara lebih mendalam serta
memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-

hari.
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Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak tidak hanya
mengalami dampak fisik, tetapi juga mengalami gangguan psikologis seperti
rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan trauma jangka
panjang. Situasi ini menjadi semakin kompleks apabila pelaku kekerasan
merupakan figur yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan anak,
seperti ayah. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah tidak hanya menimbulkan
luka secara fisik, tetapi juga dapat merusak rasa aman anak dalam lingkungan
keluarga. Anak dapat mengalami kebingungan emosional karena figur yang
seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber ancaman. Dalam
kondisi seperti ini, kehadiran ibu sebagai figur yang memberikan rasa aman
menjadi sangat penting dalam membantu proses pemulihan psikologis anak.

Pendampingan sosial yang melibatkan ibu bertujuan untuk memperkuat
kemampuan ibu dalam memberikan dukungan emosional, perlindungan, serta
pemahaman terhadap kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan.
Melalui proses pendampingan tersebut, ibu diberikan pemahaman mengenai
cara mendampingi anak yang mengalami trauma, termasuk bagaimana
menciptakan komunikasi yang terbuka, memberikan rasa aman, serta
menghindari tindakan atau ucapan yang berpotensi memperparah kondisi
psikologis anak. Selain itu, ibu juga didorong untuk menjadi pihak yang aktif
dalam mengawasi perkembangan kondisi anak setelah mengalami peristiwa

kekerasan.
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“Ibu harus jadi pelindung pertama. Anak biasanya lebih dekat ke ibu, jadi
kalau ada trauma atau ketakutan, ibu yang harus menguatkan dan
mendampingi. 89

Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang
menekankan pentingnya penguatan lingkungan keluarga sebagai sistem
perlindungan utama bagi anak. Anak yang mengalami kekerasan
membutuhkan lingkungan yang stabil dan suportif agar dapat kembali
membangun rasa aman serta kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya.
Oleh karena itu, keberadaan ibu sebagai figur pengasuh utama menjadi faktor
yang sangat penting dalam proses pemulihan tersebut. Ibu tidak hanya
berperan sebagai pendamping secara emosional, tetapi juga sebagai pihak
yang memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi serta
lingkungan keluarga tetap kondusif bagi proses pemulihan.

Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang
dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang merupakan
salah satu bentuk implementasi dari pendekatan tersebut. Program ini tidak
hanya memandang anak sebagai individu yang membutuhkan pemulihan,
tetapi juga menempatkan ibu sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi
sosial anak. Dengan demikian, fokus program tidak hanya pada intervensi
terhadap korban, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga, khususnya
ibu, agar mampu menjalankan peran pendampingan secara optimal.

Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta edukasi yang diberikan

dalam program tersebut, ibu didorong untuk memiliki pemahaman yang lebih

baik mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak psikologis

% Titik Indriani, 30 September 2025.
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yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
mendukung proses pemulihan anak. Dengan adanya pemahaman tersebut, ibu
diharapkan mampu menjadi figur yang tangguh dalam menghadapi situasi
keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan, sekaligus menjadi sumber
kekuatan bagi anak untuk kembali membangun rasa aman dalam
kehidupannya.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga memiliki dimensi preventif dalam
upaya perlindungan anak. Penguatan peran ibu tidak hanya berfungsi dalam
proses pemulihan setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga dapat menjadi
upaya pencegahan terhadap potensi kekerasan di masa yang akan datang. 1bu
yang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai perlindungan anak akan
lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta lebih berani untuk mengambil
langkah-langkah perlindungan apabila anak berada dalam situasi yang
membahayakan. Dengan demikian, keterlibatan ibu dalam proses
pendampingan sosial tidak hanya memberikan dampak pada pemulihan anak
secara individual, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem
perlindungan anak di tingkat keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendampingan sosial
yang melibatkan ibu sebagai bagian dari proses pemulihan anak korban
kekerasan merupakan pendekatan yang memiliki nilai strategis dalam
perlindungan anak. Program Ibu Tangguh, Anak Pulih menunjukkan bahwa
upaya pemulihan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus

melibatkan lingkungan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dengan
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memperkuat peran ibu sebagai pendamping utama anak, proses pemulihan
diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu
menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan mendukung
perkembangan anak secara optimal.

“Dalam proses pendampingan, kami tidak hanya fokus kepada anak
sebagai korban, tetapi juga melibatkan keluarganya terutama ibu dan
juga lingkungan sekitar. Karena setelah proses penanganan selesai,
yang mendampingi anak setiap hari adalah keluarga. Jadi ibu perlu
dikuatkan agar bisa menjadi support system dan lingkingan perlu dijaga
bagi anak dalam proses pemulihan. »90

d. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum diberikan kepada anak korban kekerasan dan
keluarganya apabila kasus yang terjadi diputuskan untuk dilanjutkan ke proses
hukum. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak
anak agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan kondisi psikologis anak
sebagai korban. Berdasarkan keterangan narasumber, pendampingan hukum
dilakukan sejak tahap awal pelaporan hingga proses pemeriksaan di kepolisian.
Dalam tahap pelaporan, petugas dari Unit PPA memberikan arahan kepada keluarga
mengenai prosedur pelaporan serta membantu memastikan bahwa laporan yang
disampaikan telah sesuai dengan kronologi kejadian yang dialami korban.
Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan, pendamping turut hadir untuk memastikan
bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara ramah anak dan tidak
menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Pendampingan hukum ini juga mencakup pemberian penjelasan kepada

keluarga mengenai hak-hak hukum anak korban, termasuk hak atas

% Titik Indriani, 30 September 2025.

64



perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan, serta hak untuk
memperoleh penanganan yang layak selama proses hukum berlangsung.
Kehadiran pendamping menjadi penting untuk menjembatani komunikasi
antara pihak keluarga, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan
perlindungan anak. Dengan adanya pendampingan tersebut, keluarga tidak
merasa menghadapi proses hukum secara sendiri dan anak korban tetap
mendapatkan dukungan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa
proses penegakan hukum tidak justru menjadi sumber trauma baru bagi anak
korban. Anak yang mengalami kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh
figur ayah sebagai orang terdekat, umumnya berada dalam kondisi psikologis
yang rentan. Oleh karena itu, proses hukum perlu dilakukan secara hati-hati
dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban. Dalam konteks ini,
pendampingan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA menjadi bagian dari
upaya kuratif yang bersifat komprehensif, karena tidak hanya berorientasi
pada penyelesaian perkara secara hukum, tetapi juga memperhatikan
pemulihan kondisi psikologis anak serta kepentingan terbaik bagi anak
sebagai korban kekerasan.

“pendampingan hukum itu penting agar korban, terutama anak, tidak

merasa sendirian saat berhadapan dengan proses hukum. ~91
e. Rumah Aman

Selain konseling individu dan pendampingan psikologis, dalam kondisi

tertentu UPT PPA juga menyediakan fasilitas rumah aman (shelter) sebagai

%! Titik Indriani, 30 September 2025.
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bagian dari upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Rumah aman
merupakan fasilitas yang disediakan oleh UPT PPA untuk memberikan
perlindungan sementara bagi korban ketika situasi lingkungan tempat
tinggalnya dinilai tidak aman. Berdasarkan keterangan narasumber dalam
wawancara, fasilitas ini digunakan apabila terdapat potensi ancaman terhadap
keselamatan anak, misalnya ketika pelaku kekerasan masih berada di
lingkungan sekitar korban atau ketika kondisi keluarga belum memungkinkan
untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.

Penyediaan rumah aman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak
korban kekerasan dapat berada dalam lingkungan yang aman, terlindungi,
serta terbebas dari tekanan maupun ancaman dari pelaku. Selama berada di
rumah aman, anak tetap mendapatkan pendampingan dari pihak UPT PPA,
baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengawasan sosial, sehingga
proses pemulihan anak dapat berlangsung secara lebih kondusif. Dengan
demikian, keberadaan fasilitas rumah aman menjadi salah satu bentuk
perlindungan yang bersifat preventif sekaligus kuratif, karena tidak hanya
berfungsi untuk menghindarkan anak dari potensi kekerasan lanjutan, tetapi
juga memberikan ruang yang aman bagi anak untuk menjalani proses
pemulihan secara bertahap.

“anak bisa ditempatkan di rumah aman selama satu sampai dua minggu
. . . . . . 1)92
sampai situasi dinilai aman.

%2 Titik Indriani, 30 September 2025.
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C. Efektifitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”
Analisis efektifitas program ini bertujuan untuk menilai sejauh mana

program Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih dilaksanakan dan
memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini
menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang suatu program ini
bisa dikatakan efektif dengan terpenuhinya Indikator efektifitas program ini
dilihat dari terpenuhinya lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, adanya lembaga pelaksana yang
menjalankan program, tersedianya sarana dan prasarana layanan, adanya
partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta mulai adanya peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Terpenuhinya indikator-
indikator tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif.”
Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana program tidak hanya memiliki
dasar normatif, tetapi juga bekerja secara nyata dalam praktik pendampingan anak
penyintas kekerasan ayah abusif di Kota Malang.*
1. Faktor Substansi Hukum
Faktor substansi hukum berkaitan dengan kejelasan, kelengkapan, dan
daya guna norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta didukung oleh peraturan

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 8-12.
% Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyah Bil Qalam:
Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains 6, no. 1 (2022): 45-58, https://doi.org/10.58822/thq.v6il.77.
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daerah dan kebijakan internal lembaga. Kejelasan dasar hukum tersebut
menunjukkan bahwa program ini tidak dilaksanakan secara insidental,
melainkan merupakan bentuk implementasi dari mandat perlindungan dan
pemulihan anak korban kekerasan. Dengan adanya dasar normatif tersebut,
UPT PPA memiliki legitimasi untuk menerima pengaduan, melakukan
pendampingan, memberikan perlindungan, serta memfasilitasi pemulihan
anak korban kekerasan dalam keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam sistem administrasi
penanganan kasus, istilah “ayah abusif” memang tidak digunakan sebagai
kategori hukum yang berdiri sendiri. Sebagaimana disampaikan narasumber,
istilah tersebut lebih dikenal dalam perspektif psikologi, sedangkan dalam
administrasi kasus tetap dimasukkan ke dalam kategori hukum yang telah
tersedia, seperti KDRT, kekerasan fisik, atau kekerasan psikis terhadap anak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa istilah “ayah abusif” dalam penelitian ini
lebih berfungsi sebagai istilah analitis untuk menegaskan karakter pelaku,
bukan sebagai kategori yuridis yang harus berdiri sendiri dalam sistem
administrasi hukum. Dengan demikian, tidak adanya klasifikasi khusus
mengenai “ayah abusif” tidak berarti terdapat kekosongan hukum, karena
secara substansial norma yang ada tetap dapat digunakan sebagai dasar
perlindungan dan penanganan kasus.

“istilah ayah abusif itu lebih dikenal dalam perspektif psikologi,

sedangkan dalam sistem administrasi kami diklasifikasikan sebagai
KDRT atau kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. 95

% Titik Indriani, 30 September 2025.
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Dalam perspektif efektifitas hukum, yang lebih penting bukan terletak
pada ada atau tidaknya istilah administratif tertentu, melainkan pada apakah
aturan yang ada mampu memberikan dasar yang cukup bagi lembaga
pelaksana untuk bertindak. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang
digunakan oleh UPT PPA terbukti telah memberikan kewenangan yang
memadai untuk menjalankan fungsi perlindungan anak, mulai dari
pendampingan awal hingga proses pemulihan. Oleh karena itu, faktor
substansi hukum dapat dinilai efektif, karena norma hukum yang ada telah
jelas, dapat diterapkan, dan memiliki daya guna dalam mendukung
pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” bagi
anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang.

. Faktor Aparat Pelaksana

Faktor aparat pelaksana berkaitan dengan kompetensi, komitmen, dan
kapasitas pihak-pihak yang menjalankan hukum atau kebijakan dalam
praktik. Dalam pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak
Pulih”, aparat pelaksana terdiri atas petugas UPT PPA, pendamping sosial,
psikolog, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses
pendampingan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian,
aparat pelaksana menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tugas dan
fungsi masing-masing dalam mendampingi anak korban kekerasan. Hal ini

menunjukkan bahwa program dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang
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memiliki peran yang jelas, baik dalam aspek pengelolaan kasus, pemulihan
psikologis anak, maupun pendampingan hukum terhadap korban.®

Dalam pelaksanaannya, psikolog berperan langsung dalam proses
pemulihan trauma anak, sedangkan aparat UPT PPA berfungsi dalam
pengelolaan, penanganan, dan koordinasi kasus. Pembagian tugas tersebut
menunjukkan adanya kerja kelembagaan yang berjalan secara fungsional,
sehingga setiap kebutuhan korban dapat ditangani sesuai bidang keahlian
masing-masing. Kompetensi aparat menjadi faktor pendukung utama dalam
efektivitas program, karena keberhasilan perlindungan anak sangat ditentukan
oleh kemampuan pelaksana dalam memahami kondisi korban, menentukan
bentuk pendampingan yang tepat, dan mengoordinasikan proses penanganan
secara berkelanjutan. Dalam perspektif efektivitas hukum, aparat pelaksana
memang memegang peranan penting karena hukum tidak akan berjalan hanya
dengan adanya aturan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pihak yang

melaksanakannya.”’

Meskipun dalam praktik terdapat beban penanganan kasus yang cukup
tinggi, kondisi tersebut tidak menghilangkan fungsi efektif aparat pelaksana
dalam menjalankan program. Aparat yang terlibat tetap mampu melaksanakan
pendampingan, koordinasi, dan pemulihan sesuai kewenangannya, sehingga
program dapat berjalan sebagaimana tujuan perlindungan anak yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, faktor aparat pelaksana dapat dinilai efektif,

% Zulfatun Ni’mah, “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga,” Mimbar Hukum 24, no. 1 (2012): 103-18, https://doi.org/10.22146/jmh.16141.

%7 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
45-47.
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karena didukung oleh pelaksana yang kompeten, memahami tugasnya, dan
mampu menjalankan fungsi perlindungan serta pendampingan terhadap anak
korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang
Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang

menentukan kelancaran pelaksanaan hukum dan program perlindungan anak.
Dalam penelitian ini, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah
memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Program
“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”, seperti ruang konseling,
rumah aman, serta akses terhadap layanan psikolog. Ketersediaan fasilitas
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya ditopang oleh
dasar hukum dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh dukungan fasilitas yang
nyata dan dapat digunakan secara langsung dalam proses perlindungan serta
pemulihan anak korban kekerasan. Dalam perspektif efektifitas hukum,
sarana dan prasarana menjadi faktor penting karena keberhasilan pelaksanaan
program sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas yang memadai.

“Kami memiliki enam layanan utama: pengaduan, penjangkauan,

pendampingan korban, mediasi, pengelolaan kasus, dan penyediaan

rumah aman. Rumah aman berada di Jalan Sunan Muria. Anak korban

bisa tinggal sementara sekitar 1-2 minggu sampai situasi aman. Selain

itu ada layanan trauma healing baik individu maupun kelompok, seperti

kegiatan resiliensi atau kegiatan bersama untuk memulihkan kondisi

psikologis anak. »98

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki

UPT PPA tidak bersifat formalitas, melainkan benar-benar tersedia dan

digunakan dalam praktik penanganan kasus. Keberadaan rumah aman

% Titik Indriani, 30 September 2025.
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menjadi bukti bahwa anak korban tidak hanya memperoleh layanan
administratif, tetapi juga perlindungan fisik yang nyata ketika situasi keluarga
belum aman. Selain itu, adanya layanan trauma healing menunjukkan bahwa
sarana yang tersedia juga diarahkan untuk mendukung pemulihan psikologis
anak, sehingga perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada aspek
penyelamatan sementara, tetapi dilanjutkan pada proses pemulihan kondisi
korban secara lebih menyeluruh.

Selain fasilitas fisik, sarana dan prasarana dalam program ini juga
mencakup dukungan layanan profesional yang menunjang proses pemulihan
anak. Dalam hal ini, keberadaan psikolog profesional menjadi bagian penting
dari sarana pendukung program, karena pemulihan anak korban kekerasan
ayah abusif tidak cukup dilakukan hanya dengan perlindungan fisik, tetapi
juga memerlukan intervensi psikologis yang berkelanjutan. Dukungan
tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dimiliki UPT PPA tidak hanya
berupa tempat atau ruang layanan, tetapi juga meliputi sumber daya

profesional yang secara langsung membantu proses pemulihan trauma anak.

“Jika membutuhkan pemulihan trauma, kami menyediakan psikolog
profesional yang dibiayai oleh Dinas Sosial. Biasanya pendampingan
psikolog dilakukan 3-5 kali tergantung tingkat trauma anak.

Paparan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan program juga mencakup pembiayaan layanan profesional
oleh Dinas Sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak menghadapi

hambatan mendasar dalam aspek fasilitas dan dukungan kelembagaan, karena
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pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah menyediakan sarana yang
diperlukan bagi perlindungan dan pemulihan korban. Ketersediaan ruang
konseling, rumah aman, dan psikolog profesional menunjukkan bahwa faktor
sarana dan prasarana dalam penelitian ini telah berfungsi dengan baik dalam
menunjang pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak

Pulih.”

Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana dapat dinilai efektif, karena
fasilitas yang tersedia telah memadai, dapat digunakan secara nyata, dan
didukung oleh layanan profesional yang menunjang perlindungan serta
pemulihan anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang. Penilaian ini
sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana yang dimiliki UPT PPA benar-benar mendukung kelancaran

pelaksanaan program secara langsung

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran, partisipasi, dan
keberanian masyarakat dalam merespons adanya kekerasan terhadap anak.
Dalam penelitian ini, efektivitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” dari aspek masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan peserta
dalam kegiatan sosialisasi, meningkatnya pemahaman mengenai bentuk-
bentuk kekerasan terhadap anak, serta mulai tumbuhnya keberanian untuk
melaporkan kasus melalui jalur yang telah disediakan oleh UPT PPA. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek

73



sosialisasi, tetapi juga mulai menjadi bagian dari mekanisme perlindungan
anak melalui pengetahuan, kepedulian, dan keberanian bertindak..

“jadi untuk peningkatan jumlah laporan tidak selalu berarti kekerasan

meningkat ,Justru karena masyarakat sekarang lebih berani

melapor,masyarakat perlu tahu bahwa ketika melapor itu tidak
sendirian %

Paparan tersebut menunjukkan bahwa salah satu fokus utama program
adalah membangun keyakinan masyarakat bahwa pelaporan kasus kekerasan
bukanlah tindakan yang harus dilakukan sendiri. Masyarakat diberikan
pemahaman bahwa ketika terjadi kekerasan, tersedia pendampingan hukum,
pendampingan psikologis, dan layanan dari UPT PPA yang dapat diakses
melalui berbagai jalur pengaduan. Dengan adanya informasi tersebut,
masyarakat menjadi lebih memahami prosedur pelaporan dan lebih percaya
bahwa negara hadir melalui lembaga yang siap membantu. Dalam konteks
ini, sosialisasi program berfungsi bukan hanya sebagai penyampaian
informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun keberanian hukum
masyarakat agar tidak lagi menutupi kekerasan dalam keluarga.

Partisipasi masyarakat juga tampak dari respons peserta setelah
mengikuti kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara, peserta mulai
memahami bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik,
tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal dan psikis yang selama ini kerap
dianggap biasa dalam pola pengasuhan keluarga. Peningkatan pemahaman ini

penting karena kesadaran hukum masyarakat berawal dari kemampuan

mengenali perbuatan yang termasuk kekerasan. Ketika masyarakat mulai

190 Titik Indriani, 30 September 2025.

74



memahami bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporannya, maka
peluang untuk terjadinya pembiaran kasus menjadi semakin kecil. Dengan
demikian, faktor masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya tampak pada
kehadiran peserta dalam kegiatan, tetapi juga pada perubahan pemahaman
yang mendorong keberanian untuk bertindak.

Namun demikian, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah
kandung, keluarga sering kali memilih untuk menyelesaikan masalah secara
internal dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Secara kritis, kondisi ini
menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi hambatan signifikan
dalam efektifitas program, terutama ketika nilai-nilai kekeluargaan
bertabrakan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

“kalau pelakunya ayah kandung, keluarga sering memilih berdamai dan

tidak melanjutkan ke proses hukum. ~101

Dengan demikian, faktor masyarakat dapat dinilai efektif, karena
program telah mendorong peningkatan pemahaman, partisipasi, dan
keberanian masyarakat dalam melaporkan kekerasan terhadap anak. Kegiatan
sosialisasi di tingkat kecamatan, penjelasan mengenai alur pelaporan, serta
jaminan adanya pendampingan dari UPT PPA terbukti memberikan pengaruh
positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Penilaian ini sejalan dengan

hasil penelitian Anda yang menunjukkan bahwa faktor masyarakat telah

mendukung pelaksanaan program secara nyata di lapangan.

101 Titik Indriani, 30 September 2025.
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5. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan cara pandang
masyarakat terhadap hukum, khususnya dalam memahami apakah suatu
perbuatan dianggap wajar, ditoleransi, atau harus dilaporkan sebagai
pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum masyarakat pada
awalnya masih dipengaruhi oleh anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga
merupakan urusan privat dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan
seperti ini membuat sebagian masyarakat cenderung diam atau menunda
pelaporan ketika kekerasan terjadi di dalam keluarga, terutama apabila pelaku
merupakan orang terdekat. Namun, melalui pelaksanaan Program
“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih,” mulai terlihat adanya
perubahan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah
persoalan yang dapat dibenarkan, melainkan tindakan yang harus dicegah dan
ditangani melalui mekanisme perlindungan yang tersedia. Perubahan
kesadaran ini menjadi indikator penting bahwa budaya hukum masyarakat

mulai bergerak ke arah yang lebih mendukung perlindungan anak

“masih ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan dalam keluarga
itu urusan rumah tangga, sehingga tidak perlu dilaporkan. ™

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa budaya diam dan pandangan
bahwa kekerasan merupakan persoalan internal keluarga memang masih
ditemukan di masyarakat. Akan tetapi, dalam penelitian ini hal tersebut tidak
berarti bahwa budaya hukum sepenuhnya menghambat pelaksanaan program.

Justru melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai diberi pemahaman

192 Titik Indriani, 30 September 2025.



bahwa perlindungan anak harus ditempatkan di atas anggapan lama yang
menutup-nutupi kekerasan atas nama urusan rumah tangga. Dengan kata lain,
program ini berfungsi sebagai sarana transformasi budaya hukum, yaitu
menggeser cara pandang masyarakat dari yang semula permisif atau diam
menjadi lebih sadar bahwa kekerasan terhadap anak adalah persoalan yang

harus direspons secara serius

Perubahan budaya hukum tersebut juga terlihat dari keterangan peserta
program yang menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi,
mereka menjadi lebih sadar bahwa kekerasan tidak boleh dianggap sebagai
hal yang wajar dalam mendidik anak. Kesadaran ini penting karena budaya
hukum pada dasarnya tidak berubah hanya karena adanya aturan, tetapi
karena masyarakat mulai menerima nilai bahwa kekerasan terhadap anak
adalah tindakan yang salah dan harus dicegah. Dalam hal ini, program
berhasil menanamkan pemahaman baru bahwa perlindungan anak bukan
hanya tanggung jawab lembaga, melainkan juga tanggung jawab sosial
masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dalam penelitian ini tidak dapat
dipahami semata-mata dari masih adanya stigma lama, tetapi juga harus
dilihat dari adanya proses perubahan nilai dan cara pandang masyarakat yang

mulai tumbuh melalui program.

“Ada perubahan. Saya menjadi lebih sadar bahwa kekerasan tidak boleh
dianggap sebagai hal yang wajar dalam mendidik anak. Saya juga lebih
berhati-hati dalam bersikap kepada anak serta lebih peka terhadap
kondisi di lingkungan sekitar. 103

' Titik Indriani, 30 September 2025.
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Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa program telah mendorong
perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak.
Masyarakat yang sebelumnya mungkin menganggap bentakan, ancaman, atau
kekerasan verbal sebagai hal biasa dalam pengasuhan mulai memahami
bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk kekerasan yang berdampak pada
kondisi mental anak. Dalam perspektif efektivitas hukum, perubahan sikap
seperti ini merupakan inti dari budaya hukum yang sehat, karena hukum akan
lebih mudah bekerja ketika nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga
mendukung perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, keberhasilan
program dalam membangun kesadaran baru menunjukkan bahwa faktor
budaya hukum telah berfungsi secara positif dalam mendukung pelaksanaan

program

Oleh karena itu, faktor budaya hukum dapat dinilai efektif, karena
Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” telah mendorong
adanya perubahan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam
keluarga, khususnya kekerasan terhadap anak. Meskipun masih ditemukan
pandangan lama yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga, hasil
penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan
UPT PPA telah mulai menggeser budaya diam ke arah budaya yang lebih
sadar terhadap pentingnya perlindungan anak. Penilaian ini sejalan dengan
hasil akhir skripsi Anda yang menempatkan budaya hukum sebagai salah satu

indikator yang terpenuhi dalam efektivitas program.
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Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum, yaitu
substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat,
serta budaya hukum, pelaksanaan Program ‘“Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dapat dinilai
efektif. Penilaian ini didasarkan pada terpenuhinya kelima indikator efektifitas
hukum dalam pelaksanaan program di lapangan. Keberadaan dasar hukum yang
jelas memberikan legitimasi bagi program untuk dijalankan secara terstruktur.
Keterlibatan aparat pelaksana yang kompeten menunjukkan bahwa program ini
dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai mendukung terlaksananya proses
pendampingan dan pemulihan korban secara optimal. Partisipasi masyarakat yang
ditunjukkan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi serta keberanian untuk
melaporkan kasus kekerasan menunjukkan bahwa program ini mampu
menjangkau masyarakat sebagai sasaran utama perlindungan anak. Di samping
itu, adanya perubahan sikap masyarakat yang semakin terbuka dan sadar terhadap
pentingnya perlindungan anak menunjukkan perkembangan positif dalam aspek
budaya hukum. Dengan terpenuhinya kelima faktor tersebut secara saling
mendukung, Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dapat dinilai
telah berjalan efektif sebagai upaya perlindungan dan pemulihan anak korban

kekerasan ayah abusif di Kota Malang.

79



Tabel 4.2 Indikator Efektifitas

Faktor

NO Efektifitas Indikator Temuan di Lapangan | Penilaian
Substansi Adanya dasar Program dilaksanakan
Hukum hukum yang berdasarkan kebijakan
jelas,program pemerintah Peaturan
dilaksanakan Walikota Malang Nomor
berdasarkan 36 Tahun 2023 Tentang
regltl_lagl Pembentukan UPT PPA
perlinaungan dan SOP internal UPT -
L anak dan ada PPA dalam penanganan Efekut
kewenangan Korban kekerasan
resmi dari terhadap perempuan dan
pemerintah anak.
daerah
Aparat Adanya lembaga | Program melibatkan UPT
Pelaksana pelaksana yang | PPA,pendamping
aktif, UPT PPA psikolog, serta aparat
menangani penegak hukum seperti
laporan unit PPA dari polres
masyarakat,ada | Kota Malang dan
pe_tﬂgi'i& Kejaksaan Kota Malang
psikolog, dalam kegiatan .
2 pendamping, sosialisasi dan Efekuf
ada proses pendampingan korban.
layanan seperti
asesmen,
pendampingan
psikologis, dan
hukum
Sarana dan | Ketersediaan Tersedia ruang
Prasarana fasilitas konseling, rumah aman,
pendukung,adan | layanan pengaduan, serta
ya layanan dukungan kegiatan
konseling sosialisasi dan
3 psikologis,penda pendampingan Efektif

mpingan hukum
dan fasilitas
rumah aman jika
korban tidak
aman di rumah
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Masyarakat | Partisipasi dan Peserta sosialisasi
keberanian menunjukkan
melapor,masyara | peningkatan pemahaman
kat mengikuti dan keberanian untuk
sosialisasi berbicara, meskipun
program,masyara | masih terdapat rasa takut
kat mulai dan budaya diam di

4. mengetahui cara sebagian masyarakat. Efektif
melapor dan
adanya
keberanian
untuk
melaporkan
kasus.

Budaya Adanya Sosialisasi mulai

Hukum perubahan mendorong perubahan
kesadaran sikap, namun stigma dan
masyarakat,Sika | anggapan kekerasan .

5. A Efektif
p masyarakat sebagai aib keluarga
terhadap masih ditemukan.
kekerasan dan
pelaporan

4.4 GAMBAR BAGAN EFEKTIFITAS PROGRAM
-PERATURAN  WALIKOTA
S HOKOM. {m@us Siount
PEMBENTUKAN UPT PPA
- UPT PPA
APARAT - Psikologi
PELAKSANA Azt ek, uni
~——— |dan Kejaksaan Kota Malang
EFEKTIFITAS Ruang konseling

(SOURJONO SOEKAMTO )

SARANA &

- Rumah Aman

PRASARANA

MASYARAK
AT

- Call center

- Peserta program
- Ibu dan Keluarga

BUDAYA
HUKUM

- Sikap Masyarakat
- Hilangnya rasa takut untuk melapor

- Masyarakat mulai memahami kekerasan
terhadap anak dan mulai terbuka
membicarakan kekerasan dalam keluarga
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di

UPT PPA Kota Malang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” oleh
UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang melalui tahapan
penanganan program ini diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat di tingkat kecamatan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak serta mendorong
keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan. Kemudian layanan
pengaduan,asesmen,pendampingan  psikologis,pendampingan  sosial,
pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta penyediaan fasilitas rumah
aman apabila kondisi korban memerlukan perlindungan khusus. Dalam
kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah, pelaksanaan program ini
menekankan pada pemulihan kondisi psikologis anak dan penguatan peran
ibu sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan korban.

2. Efektivitas hukum terhadap peran Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota
Malang dalam melaksanakan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” dapat dikatakan efektif, dengan didukung beberapa indikator
adanya dasar hukum yang jelas, adanya lembaga pelaksana yang
menjalankan program, tersedianya sarana dan prasarana layanan, adanya
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partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta mulai adanya
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak.
Terpenuhinya indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa program
telah berjalan cukup efektif,walaupun masih adanya kecenderungan
sebagian keluarga untuk menyelesaikan kasus secara non-litigasi serta
rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan
terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran
masyarakat agar perlindungan anak korban kekerasan dapat terlaksana

secara lebih optimal.

Saran

Kepada Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang disarankan agar
Unit PPA memperkuat pelembagaan program “Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih” sebagai program berkelanjutan dengan pedoman
operasional yang lebih sistematis, serta meningkatkan intensitas
pendampingan psikologis jangka panjang bagi anak korban kekerasan ayah
abusif, khususnya pada kasus dengan tingkat trauma berat.

Kepada Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan pemerintah daerah
perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih memadai,
termasuk penguatan regulasi turunan di tingkat daerah yang secara khusus
mengatur perlindungan anak korban kekerasan dalam lingkup keluarga,
serta pengembangan program lintas sektor yang melibatkan dinas terkait,

aparat penegak hukum, dan tenaga profesional.
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Kepada Masyarakat dan Keluarga Korban masyarakat dan keluarga korban
diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk
melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, serta menempatkan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap
bentuk penyelesaian kasus, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum.
Kepada Peneliti Selanjutnya penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengkaji efektifitas program perlindungan anak dari perspektif korban
secara langsung, atau melakukan studi komparatif antar daerah guna
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik

(best practices) dalam penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga.
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DAFTAR WAWANCARA NARASUMBER (UPT PPA Dinas Sosial

P3AP2KB Kota Malang)

1. Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi Unit PPA Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang dalam perlindungan perempuan dan anak,
khususnya anak korban kekerasan dalam keluarga?

2. Apa latar belakang dibentuknya Program “Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih” dan tujuan utama yang ingin dicapai melalui
program tersebut?

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program ‘“Menguatkan Peran Ibu
Tangguh, Anak Pulih”’, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan
di lapangan?

4. Pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut,
dan bagaimana bentuk koordinasi antarinstansi yang dilakukan?

5. Bagaimana peran Unit PPA dalam memberikan pendampingan kepada
anak penyintas kekerasan ayah abusif sebagai upaya pemulihan (kuratif)?

6. Bentuk layanan apa saja yang diberikan kepada anak dan ibu dalam proses
pendampingan, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial?

7. Bagaimana upaya Unit PPA dalam mendorong keberanian masyarakat,
khususnya ibu dan keluarga, untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap
anak?

8. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program “Menguatkan

Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” sehingga dapat berjalan secara optimal?



9. Hambatan apa yang dihadapi Unit PPA dalam melaksanakan program
tersebut, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun partisipasi
masyarakat?

10. Menurut pandangan Unit PPA, sejauh mana efektivitas hukum dan
kebijakan yang ada dalam mendukung perlindungan anak korban

kekerasan ayah abusif di Kota Malang?

DAFTAR WAWANCARA PESERTA PROGRAM (Responden: Peserta

Sosialisasi Program per Kecamatan)

1. Dari mana Ibu pertama kali mengetahui adanya Program “Menguatkan
Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang?

2. Menurut Ibu, apa tujuan utama dari program tersebut sebagaimana
disampaikan dalam kegiatan sosialisasi?

3. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai materi yang disampaikan dalam
program, khususnya terkait perlindungan anak dari kekerasan dalam
keluarga?

4. Apakah program ini membantu Ibu memahami bentuk-bentuk kekerasan
terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah?

5. Bagaimana pandangan Ibu mengenai peran ibu dan keluarga dalam
mendukung pemulihan anak korban kekerasan setelah mengikuti program

ini?



10.

Apakah program ini memberikan keberanian atau motivasi kepada Ibu dan
masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak? Jelaskan.

Menurut Ibu, bagaimana peran narasumber (psikolog, aparat hukum, dan
pihak Dinas Sosial) dalam menyampaikan materi program?

Apakah terdapat perubahan sikap atau pemahaman lbu setelah mengikuti
program ini terkait isu kekerasan terhadap anak?

Menurut Ibu, sejauh mana program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh,
Anak Pulih” efektif dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan?
Apa harapan dan saran Ibu agar program ini dapat berjalan lebih baik dan

memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat?
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